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Assalamualaikum. wr. wb.

nilai tertinggi yang ditetapkan

oleh Komisi Yudisial dalam
mencarisosok hakimagung yang
ideal. Bukan sekadar memiliki
ilmu, memiliki kecakapan dalam
bekerja, lebih jauh integritasnyalah
yang menentukan layak tidaknya
seorang hakim menggenggam palu
keadilan untuk menentukan nasib
masyarakat luas serta menyandang
gelar yang mulia.

I ntegritas harga matil Adalah

Baik komisioner terdahulu maupun
sekarang, kesetiaan hakim pada
nilai-nilai kode etiknya selalu
menjadi parameter kualitas yang
diharapkan ada padadiriseorang
hakim, baik hakim tingkat pertama
hingga hakimagung. Untuk itu
Komisi Yudisial sangat serius
menanganirekrutmen hakim
agung, di samping memang menjadi
kewenangannya, lebih jauhjuga
ingin mengutarakan pada publik
bahwa tugas ini tidak menjadi
mudah jika kendala sepi peminat
dikarenakanisu keterbatasan
anggaran, dukungan kebijakan
hingga aspek politis turut mewarnai
didalamnya.

DARI REDAKSI

Majalah Komisi Yudisial kali
inimengangkat isu-isuyang
berkembang selama proses
Rekrutmen Calon Hakim Agung
2017 berlangsung. Jugaingin
menjelaskan upaya apa yang kerap
dilakukan untuk mencarisosok
ideal sang Wakil Tuhanini. Adapun
aspek-aspek yang melingkupi
pada rekrutmen hakim agung turut
disorot menjadibagian yang penting
untuk disampaikan.

Terakhir redaksijuga menghadirkan
sudut pandang daripesertayang
terlibat pada seleksiyang dilakukan
oleh Komisi Yudisial. Redaksi
mencoba menggaliapayang
dirasakan selama mengikutiproses
seleksi, serta kiat-kiat peserta dalam
mengikuti setiap tahap prosesnya.
Dengan demikian, harapan kami
pembaca dapat mendapatkan
informasiyang utuh seputar
Rekrutmen Calon Hakim Agung 2017
darihulu hingga ke hilir.

Wassalam, Selamat membaca.

Tim Redaksi.

www.komisiyudisial.go.id
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Komisi Yudisial (KY) dalam sistem ketatanegaraan secara
eksplisit sesuai dengan Amandemen ketiga UUD 1945 Pasal
24B disebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri
yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta

perilaku hakim.

aatini,KY tengah
menggelar proses
seleksicalon

hakimagung (CHA)
periode pertama 2017.
Seleksiiniuntuk mengisi
kekosonganenam
jabatan hakimagung
berdasarkan permintaan
Wakil Ketua Mahkamah
Agung (MA) Bidang

Non Yudisial Nomor
02/WKMA-NY/2/2017
tertanggal 8 Februari2017.

Dalam suratitu,

MA menyatakan
membutuhkanenam
hakim agung untuk
mengisi satu hakim kamar
pidana, dua hakim kamar
perdata, satu hakim kamar
agama, satu hakim kamar
militer, dan satu hakim
kamar tatausahanegara
yang memiliki keahlian
hukum perpajakan.

Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim KY Maradaman
Harahap mengatakan,
dalam proses seleksi
calon hakimagung, KY

n Konmisi YupisiAL
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menekankan pada aspek
kapasitas danintegritas
calon. Halinipenting
mengingat hakim agung
merupakan jabatan mulia
yang berperan penting
dalam mewujudkan
peradilan yang bersih dan

agung.

Berdasarkan hasil

rapat plenoKY pada
Senin, 27 Februari

2017 lalu, KY membuka
kesempatan kepada MA,
pemerintah, akademisi,
dan masyarakat untuk
mengajukan usulan

CHA yang memenuhi
persyaratan untuk
mengikutiseleksi CHA
2017.Proses pengajuan
usulan dibuka selama15
hari, mulai 8 Maret hingga
29 Maret 2017.Namun,
karena minimnya calon
yang mendaftar, akhirnya
pendaftaran diperpanjang
selama sepekan, hingga 7
April 2017.

Sampai waktu pendaftaran
ditutup, KY menerima

88 orangyangdiusulkan
untuk mengikuti seleksi
CHA.Komposisinya
adalah 49 orang berasal
darijalur karier, sedang
39 orangberasaldarijalur
non-karier. Berdasarkan
jenis kamar yang dipilih,
dari 88 orang, sebanyak
22 orang memilih kamar
agama, 24 orang memilih
kamar pidana, 32 orang
memilih kamar perdata,
7 orang memilih kamar
tata usahanegara, dan
tiga orang memilih kamar
militer.

Dilihat daritingkat
pendidikannya, hanya
satuorangcalonyang
bergelar sarjana (S1), 31
orang bergelar master (S2)
dansisanya, sebanyak

56 orang bergelar doktor
(S3). Adapun dariaspek
profesi, 5Torang CHA yang
diusulkan merupakan
hakim, 21orang akademisi,
satu orang notaris, enam
orang pengacara,dan
sembilan orang berasal
dariprofesilain.

“Darijumlahitu, hanya
delapan peserta
perempuan yang
mendaftar,” kata
Maradaman.

Selanjutnya, berdasarkan
rapat plenoKY, pada
Kamis, 13 April 2017 lalu,
secararesmilembaga
pengawas hakimini
menetapkan 82 orang
yang diyatakan lulus
seleksiadministrasicalon
hakimagung.

Komisioner KY

Jaja Ahmad Jayus
mengatakan, dibanding
tahun sebelumnya,
jumlah peserta seleksi
CHA memang mengalami
penurunan. Namun
demikian, halitu tidak
perlu disikapi pesimistis.
Menurut Jaja, ada persepsi
tidak tepat di masyarakat
ketika menilai bahwa
tingginya angka peserta
calon seleksiberbanding
lurus dengan kualitas
pesertaitu sendiri.

www.komisiyudisial.go.id



Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim Maradaman Harahap,
KY menekankan pada aspek
kapasitas dan integritas CHA

Menurut Jaja, semakin
sedikit jumlah peserta,
justru proses seleksiakan
lebih efektif. Terlebih
jika para pesertayang
jumlahnya sedikititu
punyakapasitas mumpuni
danvisiyangjelas soal
hakim agung. “Efisiensi
dantingkat kompetensinya
juga lebih terukur. Tentu,
itu lebih bagus ketimbang
kita menyeleksibanyak
orang tapiniatnya adalah
mencaripekerjaan,” kata
Jaja.

Sebanyak 82 peserta
yang lolos administrasi
berhak melaju pada tahap
berikutnya, yakni seleksi
kualitas.Maradaman
mengatakan tes seleksi
kualitas tersebut meliputi
beberapa ujian seperti
pembuatan makalah
ditempat, studikasus,
sertakode etik pedoman
perilaku hakim dankarya
profesi.

www.komisiyudisial.go.id

“Iltu diakumulasikan
nilainya. Setelah rapat

82 calonhakimagung,
disetujui29 calonyang
lolos tes kualitas,” ujar
Maradaman.

Calonhakimagung yang
lolos tersebut terdiri
dari20orangdarijalur
karier atau hakim tinggi,
dan 9 orang non-karier
atau dariakademisi,
advokat, dan sebagainya.
Berdasarkan kamar yang
dipilih, sebanyak 10 orang
lolos di kamar perdata,
enamorang lolos dikamar
pidana, duaoranglolosdi
kamar tata usahanegara,
sembilan orang lolos di
kamar agama, dandua
orang lolos diMiliter.
Sementara, berdasarkan
kategorijenis kelamin,
sebanyak 27 orang calon
merupakan laki-laki,

dan hanyaduaorang
perempuan yanglolos.

pleno yang cukup alot, dari

Selanjutnya, bagicalon
hakimagung yanglulus
seleksikualitas berhak
mengikuti tahap lll, yaitu
seleksikepribadian

dan kesehatan. Untuk
asesmen kompetensi
dan kepribadian sudah
dilaksanakan pada 21
hingga 22 Mei 2017 lalu di
GedungKY. Materiyang
diujikan pada seleksi
kepribadian meliputi,
asesmen kompetensi
dankepribadian, rekam
jejak, dan masukan
darimasyarakat.
Sementara, tes kesehatan
dilaksanakanpada23s.d
24 Mei 2017 diRumah
Sakit Pusat Angkatan
Darat Gatot Subroto.

Dalamrangka penelusuran
rekam jejak, KY bekerja
sama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) terkait

LAPORAN

laporan harta kekayaan
penyelenggaranegara
(LHKPN) sertaaliran dana
yang tidak wajar dari CHA.

Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim KY Maradaman
Harahap mengatakan,
kelulusan CHA tahap
kepribadian akan
dilakukan setelah laporan
investigasidilanjutkan
dengan klarifikasi
terhadap calon, baik di
lingkungan kerja maupun
dikediaman calon.

Bahkan, agar lebih
objektif, lembaganya
melibatkan pihak ketiga,
misalnya dalam bidang
kualitas ada pakar dalam
bidang tertentu baik
dariakademisimaupun
mantan hakimagung.
Asesmen dan kepribadian
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melibatkan psikolog,
PPATK danKPK,juga
masyarakat tentang rekam
jejak yang bersangkutan.

“Kamiakan mulai
klarifikasi sekitar tanggal
19 Juni 2017 karena
minggu depan akan
rapat dengan asesor
asesmen dan kepribadian,
dilanjutkan dengan KPK
dan PPATK. Yang paling
utama tentu saja kualitas
danintegritas, yang
merupakan harga mati,
barusoal kesehatan,”
terangnya.

Maradamanjuga
mengharapkan partisipasi
masyarakat (dengan
identitas yangjelas) agar
memberikaninformasi
atau pendapat secara
tertulis terkait integritas,
kapasitas, perilaku,
dankarakter CHA yang
dinyatakan lolos seleksi
kualitas.

JuruBicaraKY Farid
Wadjimenambahkan,
saatiniproses seleksi
tahap il (kesehatandan
kepribadian) masih
berlangsung. Sehingga,
belum diputuskan peserta
yang lulus/qugur dari 29
orangyangdinyatakan
lulus ujikualitas.

Asesmen kepribadian
dan kompetensicalon
hakim agungdan profile
assesment merupakan
salah satuinstrumen
dalam seleksikepribadian

L EDISI
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yangdigunakan untuk
mengukur dan menilai
kompetensiberpikir
analitik, berpikir
konseptual (sintesis),
pemahamanintrapersonal,
pengelolaan emosi,
pengendalian tingkah laku,
dankesadarandiri.

Melaluiasesmen
kepribadian, calon
jugadiharapkan

dapat berkomunikasi
secara efektif, memiliki
pemahamaninterpersonal,
kesadaran sosial, bekerja
sama secara efektif,
efisiensi, perencanaan,
kepemimpinan, kesadaran
organisasi, integritas
pribadi, keyakinan
profesional, karakter
kebangsaan, dan sikap
kenegarawanan.

Selainasesmen, dalam
rangka mendapat data
daninformasimengenai
reputasidan gambarandiri
CHA didalam kedinasan

maupun diluar kedinasan,
KY juga melaksanakan
rekam jejak CHA dari19
Junisampaidengan 18 Juli
2017.

Padatahapini, Anggota
KY melakukan klarifikasi
kebenaraninformasiatau
pendapat masyarakat,
kewajaran perolehan
harta kekayaan, dan
hasilinvestigasi. Hasil
klarifikasiberupa
rekomendasi kelayakan
rekam jejak sebagaibahan
pertimbangan dalam
penentuan kelulusan
tahap lll (kesehatan dan
kepribadian).

Instrumen penilaian

yang digunakan dalam
asesmen kepribadian CHA
adalah melalui praktik
langsung (observasi) yang
terdiridari Leaderless
Group Discussion (LGD),
presentasi, daninterview.
Sedangkan ujian tertulis
terdiridaripsikometri,

Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembagadan
Layanan InformasiKY
Farid Wajdi

Self Assessment
Kompetensidan

problem analisis. “Pleno
penentuan kelulusan CHA
direncanakan pada minggu
ketiga Juli 2017, jelasnya.

Menurut Farid Wadiji,
secarakhusus calon hakim
agungadabeberapa
kriteria,namun dua
kriteria paling utama

ada padaaspek kualitas
danintegritas. Kualitas
berarti dia memiliki
kemampuan hukumyang
mumpuni, dan terampil
dalam menangani
putusan, karena pihaknya
menghendaki hakim
agungyangdipilihagar
siap bekerja bukan
lagibelajar dariawal.
“Integritas berarticalon
memiliki track record
yang baik, dan memiliki
potensiindependensi
sertaakuntabilitas yang
mapan, dayatahanyang
kuat terhadap godaan
intervensi,” harapnya.[d

www.komisiyudisial.go.id
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Minim Peminat, Metode Jemput
Bola Paling Efektif

..............................................................................................................

PENDAFTARAN PENERIMAAN USULAN

CALON HAKIM A

REPUBLIK INDO}

enjaringan calon
hakimagung
merupakan salah

satu upaya Komisi Yudisial
untuk “jemput bola” ke
beberapa universitas
danpengadilan tinggi
agar menarik antusiasme
para kandidat potensial
mengikuti seleksicalon
hakim agung. Sayangnya,
meskipun upayajemput
bola sudah dilakukan,
pendaftar calon hakim
agung tetap minim, baik
darikalangan hakim
karier,akademisi, maupun
praktisi hukum.

JuruBicaraKY Farid Wajdi
membenarkan, tahun

www.komisiyudisial.go.id
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Menentukan Ma
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inikuantitas pendaftar
mengalamipenurunan.
Jumlah pendaftar untuk
enam posisihakim MA
hanya 88 orang. Padahal,
KY telah memperpanjang
penerimaan hingga 7
April.

“Padarekrutmen
sebelumnya, jumlah
pendaftar lebih dari 90
orang untuk delapan
posisi. Akan tetapi,
meskipun kuantitas
berkurang, kualitas
naik. Dengan proses
seleksiyangketat ini,
berartihanyayang tidak
punya cacat yang berani
mendaftar,” ujar Farid.

“pan Bal
D1

Menurutnya, metode
jemput bolake
kampus-kampus dan
pengadilan tinggi, dinilai

lebih maksimal dan efisien.

Selain efisiensi waktu dan
tenaga, para CHA juga bisa
menghemat biaya. Selain
mendatangi sejumlah
universitas ternama, KY
jugamengundang para
hakim pengadilan tinggi
disejumlah daerah. Tidak
ketinggalan, para tokoh
masyarakat yang sudah
bergelar doktor juga tidak
luput dariupaya “jemput
bola”KY.

Komisioner KY
Jaja Ahmad Jayus

Pendaftaran CHA 2017

menambahkan, meskipun
KY telah berupaya
menjemput bola ke
sejumlah universitas dan
pengadilantinggi,jumlah
calon potensial untuk
didorong menjadihakim
agung pun tetap minim.
“Adabanyak calonyang
takut karena seleksiyang
berat. Biarpun guru besar,
kalau begini-begitu, KY
pastitolak. Pengacarajuga
banyak yang enggak mau
karena gaji hakim agung
jauh lebih kecil ketimbang
jadipengacara,” ujarnya.

Diamenegaskan,
pola seleksidari
KY ini paling dapat

EDISI
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UTAMA

dipertanggungjawabkan.
KY menelusuricalon
hakim agungdengan
mengecek secara faktual
rekam jejak calon hakim
agung. Dalam mengukur
rekam jejak, kata Jaja,
ketika memperoleh data,
mereka selalu menguji
kebenarannyadengan cara
mencaribanyak informasi
danberbagai sumber,
sepertilaporan harta
kekayaan penyelenggara
negara (LHKPN) dan
informasieksternal dari
publik.

Halitu disebabkan
seorang hakimagung
harus memilikiintegritas
dan perbuatan tidak
tercela, profesional, adil,
dan berpengalaman di
bidang hukum. Meskipun
animomenurun, Jaja
mengatakan, halitu
tidak menjadi persoalan
bagiKY. “Ketimbang
menyeleksibanyak orang
yang mencaripekerjaan.
Kalau butuh enam, yang
daftar enam tapi terbaik,
itu lebih efektif,” ujarnya.

PenelitiIndonesia
Corruption Watch (ICW)
Aradilla Caesar menilai
wajar jika peminat calon
hakim agung berkurang.
Jikadibandingkan dengan
rekrutmen dilembaga
lain, polarekrutmenyang
dilakukan KY jauh lebih
baik dan ketat. “Apalagi
jabatan hakimagungitu
pekerjaan yang berat.
Bukan hanya fisik dan

EDISI
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pengetahuannya saja
yang diuji, melainkan
juga mentalnya. Setahun
mereka bisa tuntaskan
belasanribu perkara.
Jadimemangharus
benar-benar punya
kemampuan luar biasa,”
imbuhnya.

KY Harus Jalin
Komunikasidengan
KomisilllDPR

Perbedaan metode
dalam menyeleksi
calonhakimagung
antara Komisilll DPR
dengan Komisi Yudisial
ternyata menimbulkan
masalah yang cukup
serius. Berkacadari
pengalaman sebelumnya,
daribeberapakali
seleksi, usulan CHA yang
disampaikan KY ke DPR
seringdimentahkan.
Padahal, KY sudah
menetapkan standar dan
indikator seleksiyang
mengedepankan aspek
kualitas danintegritas.

Akibatnya, tak sedikit
pihak baik para hakim
karier maupun akademisi
dan praktisihukum

yang mengaku enggan
mendaftar proses seleksi
calon hakimagung. Karena
alasaninilah, KY merasa
perlu berkoordinasi
dengan DPR.

Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim KY Maradaman
Harahap menegaskan,
pihaknya perlu bersinergi

dengan Komisilll DPR
terkait metode seleksi.
Mengingat, dampak
dariperbedaan metode
tersebut, peminat

seleksi CHA tahunini
menurundrastis. “Jumlah
pendaftar tahuninilebih
sedikit dibandingjumlah
pendaftar tahunlalu. Saya
harap halinibukankarena
seleksidi Senayan terlalu
ketat. Perluadasinergi
antaraKY dan Komisilll
untuk menjaring hakim
agung berkualitas,” kata
Maradaman.

Pernyataan Maradaman
cukup beralasan lantaran
berkaca pada pengalaman
seleksi CHA tahun 2016,
darilimanamayang
diajukanKY ke DPR
hanyatiga calon saja
yang kemudian disetujui
lembaga legislatif
tersebut. Padahal, saat
seleksiitu dilakukan,
Mahkamah Agung sendiri
tengah membutuhkan
delapan hakimagung
baru. Tidak hanyaitu,
DPRjugamenolak usulan
hakim ad hoc tindak
pidana korupsidan
hakim ad hoc hubungan
industrial.

Sebagaicatatan, pasca
terbitnya Putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK)Nomor 27/
PUU-XI1/2013yang
mengubah kewenangan
DPR “memilih” menjadi
“persetujuan’,usulan
nama-nama CHA oleh

KY sering “dimentahkan”
DPR dalam tiga kali
musim seleksi CHA.
Berdasarkan catatan
yang dikumpulkan, DPR
pernah menolak tiga CHA
usulan KY pada Februari
2014 lalu. Mereka adalah
Hakim Pengadilan Tinggi
Makassar Suhardjono,
Hakim Tinggi Pengawas
Sunarto, dan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah Maria
Anna Samiyati.

Lalu, pada September
2014,DPR hanya
meloloskan empatnama
darilima CHA yang
diusulkanKY. Yakni,
mantan WKPTA Surabaya
Amran Suaidi, Dirjen
Badilag MA Purwosusilo,
WKPT Pontianak Sudrajad
Dimyati,dan KPTTUN
Medan Is Sudaryono.
Sedangkan, Hakim

Tinggi PT Papua Muslih
Bambang Lugmono tidak
disetujui.Hanya pada Juli
2015, DPR meloloskan
enamnama sesuaiusulan
KY. Yakni, Maria Anna
Samiyati, Wahidin, Yosran,
Sunarto, Suhardjono, dan
H.A. Mukti Arto

Maradaman menegaskan,
KY tidak akan membiarkan
para calon yang diusulkan
ke DPR berjuang

sendiri. Artinya, KY

tetap mengawal dan
melakukan pertemuan
intensif dengan DPR agar
calon-calonyangdiajukan
dapat disetujui. “Insya
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Allah KY akanberupaya
meyakinkan DPR bahwa
calonyanglolos diKY dan
diusulkan ke Senayan
adalah merekayang
terbaik dariaspek kualitas
danintegritas. Tentu

saja tanpa bermaksud
mencampuriproses
persetujuan DPR karena
sejatinya berdasarkan
Putusan MK bahwa DPR
menyetujui atau tidak
menyetujui calon, tapi
metode persetujuan
tersebut tentu saja
sepenuhnya menjadihak
dankewenangan DPR;”
terangnya.

Meskibegitu, KY
sebenarnya khawatir jika
membangun komunikasi
politik dengan DPR akan
ada pesanan-pesanan
tertentu yang nantinya
menjadikeputusan
politis. “Tetapi, kamike
depan akan membangun
komunikasiyang lebih
baik dengan DPR;”
katanya.

Sebelumnya, KetuaKY
Aidul Fitriciada Azhari
juga menyampaikan
pendapat serupa. Adanya
perbedaan metode yang
digunakanKY dan DPR
dalam menentukan
hakimagung, dinilai
Aidul sebagaisebuah
kendala bagiKY. Aidul
menjelaskan, dalam
melakukan seleksi CHA,
KY menggunakan sistem
merit melalui mekanisme
fitand proper test,

www.komisiyudisial.go.id

sedang DPR cenderung
melakukan menggunakan
sistem musyawarah

yang tak bisa lepas dari
kepentingan politis.

Bagaimanapun, kata
Aidul, lembaga legislatif
memang dihunioleh
para politikus yang tak
lepas darikepentingan
politik. “Penting untuk
melakukan koordinasi
dan sinkronisasidengan
DPR terkait metode dan
instrumen seleksi calon
hakimagung,” kata Aidul.

Menanggapi persoalanini,
Anggota KomisilllDPR, M.
Nasir Djamil mengatakan,
dibutuhkan pola
komunikasi terkaitirisan
tugas dankewenangan
antara KY dan DPRyang
harus segera dibangun
terkait seleksi CHA.
“Perluadasemacam
indikator instrumen
bersama dengan menjalin
sinergitas responsibility
sejak awal dengan caraKY
membangun komunikasi
politik denganrendah
hati,” ujar politisiasal Aceh
ini.

BagiNasir, membangun
komunikasisepertiitu
bukan sebuah aib, tapi
untuk membangun
sinergitas responsibility.
Dalamarti, KY dan

DPR mestilebih sering
berkomunikasidan
membangun perspektif
bersamadalam
menentukan kriteria

hakim agungyang
diterima. DimanaKY dan
DPR perlududuk bersama
untuk menetapkankriteria
CHA yangakandisetujui.

“Mestiada pembagian
perandan fungsiantara
KY danDPR, sehingga
tidak terjadi tumpang
tindih dalam proses
seleksi. Selainitu, perlu
ada keterbukaan informasi
dalam proses tersebut,”
kata Nasir.

Politisi PartaiKeadilan
Sejahtera (PKS) ini
menjelaskan, penolakan
DPRterhadap usulan CHA,
tidak hanya disebabkan
berbagaipertimbangan
yang diputuskan DPR.
Lebihdariitu, penolakan
DPRterhadap nama-nama
yang sudah melalui
rangkaian seleksi diKY
sedikit banyak merupakan
dampak dariPutusan MK
Nomor 27/PUU-XI1/2013.

Dalam putusanitu, MK
menegaskan, didalam
seleksi CHA, kewenangan
DPR hanya memberi
persetujuan, bukan
melakukan pemilihan.
Namun demikian, Nasir
juga menyebut bukan
lantaran kewenangannya
adalah memberi
persetujuan, maka

DPR menerima begitu
sajasemua CHA yang
disodorkanKY.

“Sebagairepresentasi
masyarakat, bukan berarti

LAPORAN
UTAMA

M. Nasir Djamil
Anggota KomisilllDPR

kita bertindak sebagai
tukang cap atau stempel.
Nama-nama yang sudah
disodorkanKY tentukita
bahas lagi kelayakannya.
Nah, yang dianggap tidak
layak, kita tolak,” kata
Nasir.

Disinggung soal kriteria
yang dimiliki DPR dalam
memilih CHA, Nasir
menyebut memang

tidak adakriteria ketat
sebagaimanayang
dilakukan KY. Menurutnya,
sejauhiniDPR hanya
menggunakan tools
berupa daftar pertanyaan,
yang hasilnya kemudian
diputuskandidalam
musyawarah.

“Jadimemang tidak ada
scoring. Setelah para

CHA itu memberikan
jawabannya, kita bawa
hasilnya ke musyawarah.
Dimusyawarahitulah
nantipara CHA ditentukan
kelayakannya. Kita akui
bahwa dengan mekanisme
demikian hasilnya agak
jauh dariobjektivitas,”
katanya.[d
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Standar Calon Hakim Agung
Harus Ditingkatkan

..............................................................................................................

enelitiIndonesian
Legal Rountable
(ILR) Erwin

Natosmal Oemar
mengatakan, preseden
penolakan calon hakim
agungoleh DPR telah
merusak sistem hukum
dankepastian hukum
dilndonesia. Pasalnya
penolakan tidak diiringi
denganalasanyang
terukur. “[Penolakan
pada seleksisebelumnyal
itu merusak sistem
hukum. Argumentasinya
dibuat-buat,” kata Erwin.

Diamengharapkan, seleksi
calonhakimagung 2017
ini dapat lebih didukung
parlemen. Pasalnya,
proses yang panjang dan
terbuka yang dilakukan
menyita energidan
pembiayaan yang besar
darinegara.

Peneliti Masyarakat
Pemantau Peradilan
Indonesia (MaPPI) FH
UniversitasIndonesia
Dio Ashar Wicaksana
mengingatkan, KY agar
melakukan penyeleksian
calon hakimagung
berdasarkan kebutuhan,
bukan berdasarkan kuota.
Pasalnya, menurut dia,
tidak semua kamar yang
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ASESMEN KEPRIBADIAN DAN KOMPETENSI
.CALON HAKIM AGUHG TAHUN 2017

“'«‘i’}‘ﬁyﬂw !
N

Peserta CHA 2017 saat
mengikutirangkaian
seleksidiKY

Komisi Yudisial harus meningkatkan

standar calon hakim agung yang diajukan

ke parlemen agar preseden penolakan pada

pemilihan sebelumnya tidak terulang lagi.

ada diMA mendesak
untuk diisi.

“Seperticontoh dikamar
agama dan militer jumlah
hakim yang dibutuhkan
apakah sudahtepat?
Karena catatan kami
beban perkara didua
kamar tersebutngga

sebanyak pidana dan
perdata. Jangan-jangan
butuh banyak didua
kamar tersebut (kamar
pidanadan perdata),”
terangnya.

Diamenyayangkan,
selamainiMAdan
KY hanya melakukan

rekrutmen jika ada hakim
agung yang pensiun saja.
Padahal, seharusnya
rekrutmen dilakukan
sesuaidengan kebutuhan.
Untukitu, KY dalam
seleksikaliiniharus
selektif dalam melihat
kebutuhan hakimagung
yang dibutuhkan MA.
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“Kalaudisatu kamar

tidak ada calonyang

layak tapikebutuhan
kamarnyangga terlalu
mendesak.KY tidak usah
memaksakan. Jangan
memaksakan berdasarkan
kuota tapidarikebutuhan,”
terangnya. Adapun kriteria
calonhakimagungyang
harus menjadiperhatian
KY dalam seleksiiniadalah
yang memiliki kapasitas,
integritas, independensi,
danpengalaman.

Sementaraitu, Peneliti
dariLembaga Kajiandan
Advokasilndependensi
Peradilan (LelP) Liza
Farihah, mengatakan,
sistem pengisian jabatan
hakim agung diMA harus
diubah agar proses seleksi
tidak terkesan dilakukan
secara prosedural saja.

Selama ini, merujuk

pada UUNomor 3 Tahun
2009 tentang Mahkamah

Agung dan UU Nomor

22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial, proses
pengisian jabatan hakim
agung hanyadidasarkan
pada alasan pensiun.

UU tersebut tidak
mengatur proses seleksi
apabilaadahakimagung
meninggal dan tidak
terkait kebutuhan MA atas
penerapan sistem kamar.

Menurut Liza, idealnya
parameter kebutuhan
pengisian jabatan hakim
agung harus melihat tiga
faktor, yaitu jumlah hakim
agung yang memasuki
masa pensiun, adanya
hakim agungyang
meninggal dunia, dan
berdasarkanrasiojumlah
hakim agungdengan
jumlah beban perkara.

“Pada praktiknya sistem
seleksihanya berdasarkan
pensiun. Belum diatur
apabilaadahakimagung

yang meninggal,” ujar
Liza.Liza menambahkan,
“Proses seleksi pun
terkesan prosedural,
belum melihat pada
kebutuhan hakim ditiap
kamar.”

Lebih lanjut Liza
menjelaskan, saat ini
jumlah hakim agung yang
ada diMA tidak sebanding
denganbeban perkara
yangada. Oleh karena

itu, dia mengusulkan
proses seleksi tidak
hanyadilakukan saat ada
seorang hakimagung
yang memasukimasa
pensiun, tetapijuga
berdasar pada persentase
jumlah hakim dengan
beban perkara.

“MA harus mengetahui
apakah jumlah hakim
sudah sesuaidengan
kebutuhandalam
menanganijumlah perkara
yangada,” ungkapnya.

“Jabatan hakim agung itu berat. Bukan

hanya fisik dan pengetahuannya

sajayang diuji, mentalnyajuga.

Dalam setahun, mereka dituntut bisa

menuntaskan belasan ribu perkara.

Jadi memang harus benar-benar

punya kemampuan luar biasa”

www.komisiyudisial.go.id
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Penelitiindonesia
Corruption Watch (ICW)
Aradilla Caesar menilai,
pola seleskiCHA yang
dilakukan KY merupakan
pola seleksi terbaik
dilndonesia, bahkan
tergolong salah satupola
seleksiterberat didunia.

Lantaranitulah Aradilla
menyatakan, adalah hal
wajar jika peserta CHA
tahuninimengalami
penurunan ketimbang
seleksiditahun
sebelumya.

“Jabatanhakimagungitu
berat. Bukan hanya fisik
dan pengetahuannya saja
yang diuji, mentalnya
juga. Dalam setahun,
mereka dituntut bisa
menuntaskan belasan
ribu perkara. Jadimemang
harus benar-benar punya
kemampuan luar biasa,”
kata Aradilla. W

Aradilla Caesar

{ prasetya
\ Peneliti ICW
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PERSPEKTIF

SINERGI TANGGUNG JAWAB

MA DAN KY DALAM MEMBENTUK
HAKIM BERKARAKTER KEPPH

Hermansyah

(Direktur Riset dan Program

Lembaga Studi Hukum "Honeste vivere, alterum non laedere,
Indonesia (LSHI) Jakarta) . . . .
suum quiqe tribuere” (Hiduplah dengan

jujur, jangan menyakiti orang lain,
Pendahuluan berikan kepada setiap orang apa yang
SepaniangJanua”‘AP”' menjadi haknya) (Ulpian).

2016, Badan Pengawas

Mahkamah AgungRI (Bawas
MA\) telah menjatuhkan hukuman
disiplin kepada 20 orang hakim
yang terbuktimelanggar Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH).'Sedangkan Komisi
Yudisial Rl (KY) sebagailembaga
pengawas eksternal perilaku
hakim, menerima sebanyak 1.682
laporan masyarakat mengenai

dugaan pelanggaran KEPPH oleh
hakim pada tahun 2016.2

Lffff

Realitas diatas merupakan
gambaran nyata adanya persoalan
perilaku hakim dalam proses '
penegakan hukum dan keadilan
dibadan peradilan Indonesia.

=

T I I0r
- KOMWATOTIRAL —

1 Sumber http://bawas.mahkamahagung.
go.id/portal/images/kumdis_april_sd_
juni_2016.pdf

2 Sumber https://m.tempo.co/read/
news/2017/01/24/063839284/ky-terima-1-
682-laporan-masyarakat-sepanjang-2016

EDISI
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Tidak sedikitnyajumlah
hakimyangberperilaku
melanggar atau diduga
melanggar KEPPH
tersebut merupakan
ironietik yang telah
mencederai kemuliaan
profesi hakim, menodai
kewibawaan, dan makin
menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap
badan peradilan. Tidak
berlebihanjika dikatakan
realitas pelanggaran
etikaitumenggambarkan
pula betapa kering dan
gersangnya pemahaman
hakim-hakim pelanggar
KEPPH tersebut terhadap
muatan KEPPH.

Sungguh memprihatinkan,

ditengah upaya MA
melakukan perubahan
internal demiterwujudnya
badan peradilanIndonesia
yang agung dan modern,
ternyata masih tetap
sajaada hakimyang
melanggar KEPPH.

Tentu pelanggaran
terhadap KEPPH tersebut
berdampak pula terhadap
makin menurunnya
kepercayaan masyarakat
terhadap badan peradilan,
ternodanyakemuliaan
profesihakim, dan
sekaligus mencederai
rasakeadilan masyarakat,
khususnyamerugikan
kepentingan pencari
keadilan (justiciabelen).

Padahal Ketua MA
Prof. Hatta Alidalam
sambutannya pada
perayaan HUT

www.komisiyudisial.go.id

Mahkamah Agungke-70
mengatakan, “sebagai
lembaga peradilan yang
melaksanakan kekuasaan
kehakiman, khususnya
hakim memiliki tugas
mulia sekaligus memiliki
beban moral yang maha
berat. Panggilan Yang
Mulia kepada hakim
bukan sekadar kiasan,
namun ‘merefleksikan
bobot peran dan tanggung
jawab yang diberikan
negara kepada para
hakim dalam memutus
perkara dengan
seadil-adilnya’.

KetuaMA juga
menekankan kepada
jajajarannyaagar “....
jangan sampai terjadilagi
kasus yang mencoreng
lembaga peradilan seperti
yang menimpa rekan

kita warga pengadilan
diPengadilan Tata

Usaha Negara Medan,
atau pegawaiyang
memalsukan salinan
putusan atau beberapa
contoh lainnya yang telah
diambil tindakan tegas
oleh Mahkamah Agung
terhadap pelakunya”.

Sambutan Ketua MA
diatas dapat dimaknai
sebagai komitmen
kelembagaan sekaligus
pesan moral yang hendak
mendorong sekaligus
mengingatkan kalangan
hakim untuk senantiasa
menjaga kemuliaan
profesinya, dan tidak
melakukan tindakan yang

dapat merusak citra badan
peradilan.

Ternyata pesan moral
yang dikemukakan Ketua
MA tersebut belum
mampu mencegah
hakim-hakim pelanggar
KEPPH dariperbuatan
tidak etis dan tercela.
Sehingga Bawas MA
terus menjatuhkan sanksi
disiplin kepada para
pelanggar KEPPH.KY
juga menerima banyak
laporan mengenaidugaan
pelanggaran KEPPH.

Kalangan hakim yang
berperilaku tidak etis dan
tercelaitusesungguhnya
tidak sekadar
mengabaikan KEPPH,
tetapitelah melakukan
pembangkangandalam
profesi. Mereka lupa
bahwa profesiyang
mereka emban adalah
profesiyang mulia
(officium nobile).

Tulisaninihendak
mengulas secara singkat
mengenai tanggung
jawabMA danKY dalam
membentuk hakim
berkarakter KEPPH.

Muatan Kode Etik dan
PedomanPerilaku
Hakim

Padaprinsipnya kode
etikmerupakan asas
ataunormayangdibuat
danditerimaoleh suatu
organisasi profesi sebagai
pedoman tingkah laku

PERSPEKTIF

sehari-hari, baik di
dalammenjalankan
tugas maupundiluar
pelaksanaan tugasnya.
Kode etik adalah bagian
darietika profesiyang
memuat sistemnorma
atauaturanyangditulis
secarajelas dantegas,
sertaterperincitentang
apa yang boleh dilakukan
dan apayangtidak boleh
dilakukan, atau perilaku
apa yang boleh dilakukan
dan perilaku apayang
tidak boleh dilakukan.

Menurut Prof. B. Arief
Sidharta, etika profesi
adalah sikap etis sebagai
bagianintegral darisikap
hidup dalam menjalani
kehidupan sebagai
pengemban profesi. Hanya
pengemban profesiyang
bersangkutan sendiri
yang dapat atau paling
mengetahuitentang
apakah perilaku dalam
mengemban profesi
memenuhi tuntutan

etika profesinya atau
tidak. Disampingitu,
pengemban profesi
sering dihadapkan pada
situasiyang menimbulkan
masalah pelik untuk
menentukan perilaku
apayang memenuhi
tuntunan etika profesi.
Sedangkan perilaku dalam
mengemban profesi dapat
membawa akibat (negatif)
yangjauh terhadap klien
atau pasien.

Kenyataanyang
dikemukakan tadi

EDISI
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menunjukkan bahwa
kalangan pengemban
profesiitusendiri
membutuhkan adanya
pedoman objektif yang
konkret bagi perilaku
profesinya. Karenaitu
darilingkungan para
pengemban profesiitu
sendiridimunculkanlah
seperangkat kaidah
perilaku sebagai pedoman
yang harus dipatuhidalam
mengemban profesi.

Hakim adalah penegak
hukum dan keadilan,
sehingga dalam
mengemban wewenang
dantugasnyaia

wajib menjunjung
tinggiintegritas dan
profesionalismenya.
Seorang hakim

tidak sekadar harus
menaati peraturan
perundang-undangan,
tetapijuga berperilaku
sesuai muatan KEPPH.

KEPPH inimerupakan
bagian yang tidak
terpisahkan dari profesi
yang diemban oleh hakim,
yang merupakan sistem
norma atauaturanyang
dibuat secarajelas, tegas,
danterperincitentang apa
yangboleh dan apayang
dilarang dilakukanoleh
hakim. Tujuan utama dari
KEPPH adalah memberi
pedoman atau panduan
perilaku bagi hakim agar
dalam menjalankan
wewenang dan tugasnya
selalu menjunjung
tinggiintegritas dan

EDISI
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profesionalisme demi
tegaknya hukumdan
keadilan. Maka, untuk
tujuan menjaga dan
menegakkan etika
profesihakim tersebut
dibentuklah KEPPH.

Pembentukan KEPPH
inimerupakan amanat
Pasal 32A ayat (4)
Undang-Undang (UU)
Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua
atas UUNomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah
Agung. Pasal 32A ayat (4)
menyatakan “Kode etik
dan pedoman perilaku
hakim sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Komisi
Yudisial dan Mahkamah
Agung”.

Norma atau kaidah yang
bertujuan mengatur
perilaku hakimyang
disebut KEPPH itu dimuat
dalam Surat Keputusan
Bersama Nomor 047/
KMA/SKB/IV/2009 -
02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH) yang
ditandatanganipada 8
April 2009 oleh Ketua MA
danKetuaKY.

KEPPH inimemuat
10 prinsip KEPPH,
yaitu berperilaku
adil, berperilakujujur,
berperilaku arif dan
bijaksana, bersikap
mandiri, berintegritas

tinggi, bertanggungjawab,

menjunjung tinggi harga
diri, berdisiplin tinggi,
berperilaku rendah hati,
dan bersikap profesional.

KEPPH tersebut sebagai
pedoman bagi hakim
agar perilakunya baik
didalam kedinasan,
maupun diluar kedinasan
untuk selalu menjunjung
tinggiintegritas dan
profesionalismenya.
Sebabhanyadengan
selalumenjunjung
tinggiintegritas dan
profesionalismenya, maka
seorang hakim terjaga
kehormatan, keluhuran

martabat, dan perilakunya.

Dariuraian diatas sangat
jelas bahwa setiap hakim
memiliki kewajiban
hukum dan moral untuk
menjaga kehormatan,
keluhuran martabat,
danperilakunya. Oleh
sebabitu, setiap hakim
idealnya tidak sekadar
mampu membaca muatan
KEPPH, tetapiyang lebih
pentingiaharus mampu
memahami, memaknai,
danmenerapkan

KEPPH tersebut dalam

kehidupannya sehari-hari,

baik dalam kedinasan
maupun diluar kedinasan.

Tanggung Jawab
MA danKY dalam
Membentuk Hakim
Berkarakter KEPPH

Sebagaimanatelah
dikemukakan, dalam
kedudukannya sebagai

penegak hukumdan
keadilan, seorang hakim
memiliki kewajiban
hukum dan moral untuk
menjaga kehormatan,
keluhuranmartabat, serta
perilakunya baik dalam
kedinasan maupundiluar
kedinasan. Inipenting
dilakukan oleh hakim,
sebab perilaku atau

sikap tindaknya dalam
masyarakat selalu menjadi
perhatian dan sorotan
publik.

Prof. Bagir Manan dalam
makalahnya yang berjudul
“Menjadi Hakim yang
Baik”juga meletakkan
KEPPH sebagaiaturan
perilakubagihakim.
Selengkapnya Prof Bagir
mengatakan bahwa
“kode etik merupakan
aturan untuk memelihara,
menegakkan, dan
mempertahankan disiplin
profesimelaluibeberapa
unsur, yakni:

1. Menjagadan
memelihara agar
tindakan atau
kelalaian profesional
tidak terjadi.
Kesalahan atau
kelalaian menerapkan
keahlian substantif
maupun prosedural
merupakan
kesalahan profesional
(unprofessional
conduct).

2. Menjagadan

memeliharaintegritas
profesi.Integritas

www.komisiyudisial.go.id



adalah upaya
melaksanakan suatu
tugas atau tanggung
jawabdengancara
terbaik untuk memberi
kepuasan terbaik bagi
yangdilayani.

3. Menjagadan
memelihara disiplin.
Halinidilakukan
melalui sikap-sikap
dan perilaku-perilaku
taat pada ketentuan
atauaturan hukum.

Komitmen dan keikhlasan
untuk menerapkan
KEPPH akan membentuk
pribadidan karakter
hakim yang berintegritas
dan profesional. la

tidak sekadar bekerja
dengan logika benar
dansalah, tetapi hati
nuraninya-pun berperan
dalam pelaksanaan
tugasnya.Inimengandung
makna bahwa hakim
yang menerapkan secara
konsistendanikhlas

Hakim adalah penegak hukum dan keadilan,
sehingga dalam mengemban wewenang
dan tugasnyaia wajib menjunjung tinggi
integritas dan profesionalismenya

www.komisiyudisial.go.id

KEPPH adalahinstrumen
utama yangdigunakan
olehMA danKY

untuk menilaiapakah
perilaku atas hakim
yangdilaporkan oleh
masyarakat kepada kedua
lembaga negara tersebut
merupakan pelanggaran
etika atau bukan.

Sesuaituntutan
profesinya sebagai
penegak hukum dan
keadilan, makasudah
seharusnya setiap hakim
memiliki komitmen dan
keikhlasan yangtinggi
untuk menerapkan
muatan KEPPH sebagai
bagian daritanggung
jawab profesinya.

KEPPH, berartiia telah
menjaga kehormatan,
keluhuran martabat, dan
perilakunya, sekaligus
menjaga citrabadan
peradilan tempatnya
bernaung.

Tidak terbantahkan
bahwa diantara hakim
yang baik, terdapat juga
hakim yang mengabaikan
kehormatandan
keluhuran martabatnya
dengan mengabaikan
KEPPH. Padahal
pengabaian terhadap
KEPPH oleh hakim itu
merupakan bentuk
penghianatan terhadap
kemuliaan profesinya,
meluluh-lantakkan

PERSPEKTIF

kehormatandirinya,
merusak citrabadan
peradilan tempatnya
bernaung, dan pada
akhirnya merugikan hak
para pencarikeadilan
(justiciabelen) pada
khususnya, serta
masyarakat pada
umumnya.

Kuatdugaan, kalangan
hakim yang melanggar
dan mengabaikan KEPPH
ituadalah kalangan

hakim yang betul-betul
tidak ikhlas dan tidak
adakomitmen dalam
menerapkan KEPPH.
Sehingga pengawasan
yangdilakukanoleh

MA sebagai pengawas
internal, danKY sebagai
pengawas eksternal
perilaku hakim tidak cukup
efektif, dan sanksiyang
dijatuhkan-pun tidak
menimbulkan efek jera
bagi parahakim pelanggar
KEPPH tersebut.

Kebijakan MA yang
menerapkan zero
tolerance atas semua
pelanggarandilingkungan
badan peradilan patut
diapresiasidandidukung
oleh semua pihak yang
concernterhadap upaya
mewujudkan badan
peradilanIndonesia
yangagung. Berkaitan
dengan kebijakan tersebut
Ketua MA mengatakan,
“bahwa Mahkamah
Agung menerapkan
zerotolerance, semua
pelanggaran akan
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ditindak tegas sesuai
bobot kesalahannya
karena perbuatan mereka
tidak hanya merugikan
para pencarikeadilan
yang berperkara,
tetapijuga merusak
nama baik lembaga,
sehingga menurunkan
kepercayaan masyarakat
terhadap pengadilan

dan penegakan hukum
dilndonesia pada
umumnya’”.

Sangat minimnya
pemahamandan
keyakinan terhadap
kemuliaan profesi
itumembuat mereka
menganggap perilaku
yang tidak etisitu
merupakan perilaku
yang biasa saja. Jadi
tidak-lah mengherankan
bilabagikalangan hakim
tersebut KEPPH lebih
diposisikan sebagai
beban danhambatan
yang membelenggu
kebebasan merekadalam
berperilaku, dan bukan
merupakan pedoman
dalam berperilaku. Oleh
sebabitu, wajar sajajika
terjadi perilaku yang
tidak imparsial, jual-beli
perkara, menerima uang

suap daripihak berperkara,

perilaku selingkuh,

dan sejenisnyaterus

dan tetap terjadidalam
proses penegakan hukum
dankeadilan dibadan
peradilan.

Beranjak dariuraian
diatas, patut untuk
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direnungkan, apakah
sebenarnya penyebab
hakim-hakim pelanggar
KEPPH itu tetap
berperilaku tidak etis
dantercela walaupun
sudahada KEPPH, ada
pengawasan internal dan
eksternal,danjugaada
kebijakan zero tolerance
terhadap pelanggaran
dilingkunganbadan
peradilan?

Untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan
tersebut, mungkin
pandangan Wilnes dalam
bukunya Punishment

and Reformation dapat
memberikan gambaran
tentangapa sesungguhnya
penyebabkalangan

hakim berperilaku tidak
etis tersebut. Wilnes
mengatakan bahwa
penyebab perilaku
menyimpang itu
dibagi menjadi
dua, yaitu faktor
subjektif dan
faktor objektif.

Faktor

subjektif

adalah

faktor yang
berasal dari
diriorangitu
sendiri (misalnya
sifat pembawaan
yang dibawa sejak
lahir), sedangkan faktor
objektif adalah faktor
yang berasal dariluar diri
seseorang (lingkungan)
Misalnya keadaan rumiah
tangga, sepertihubungan

antaraorang tuadan anak
yang tidak serasi, dan
sebagainya.

Jadi, jika dilihat dari faktor
objektif, secara garis besar
bukan tidak mungkin
seseorang melakukan
perilaku menyimpang
atautidak etisitu dapat
disebabkan oleh hal-hal
berikut, misalnya
ketidaksanggupan
menyerap norma-norma
kebudayaan, proses
belajar yangmenyimpang,
ketegangan antara
kebudayaan dan struktur
sosial, ikatan sosial

yang berlainan, dan

akibat proses sosialisasi
nilai-nilai sub-kebudayaan
yang menyimpang.

Jikamengacu pada
pendapat Wilnes di

atas, makakita dapat
mengatakan bahwa
perilaku menyimpang
atautidak etis itu dapat
disebabkan oleh dua
faktor, yaitu faktor
subjektif dan faktor
objektif. Ini berarti, faktor
yang menyebabkan hakim
melakukan perilaku tidak
etisitu adalah faktor
subjektif atau faktor
objektif. Tentu saja faktor
penyebab perilaku tidak
etistersebut berbeda
antarahakimyangsatu
dengan lainnya.

Berkaitan dengan
faktor-faktor penyebab
perilakuyang melanggar

KEPPH itu, MA danKY
berkewajiban
untuk

Tidak terbantahkan

bahwa diantara hakim
yang baik, terdapatjuga
hakim yang mengabaikan
kehormatan dan keluhuran
martabatnya dengan
mengabaikan KEPPH

www.komisiyudisial.go.id



menggalidan menemukan
faktor penyebab hakim
pelanggar KEPPH itu
melakukan perilaku tidak
etisdantercela, agar
dapat ditemukan cara
atau formula yang tepat
untuk mengatasinya.

Ini penting dilakukan
agar pengawasandan
pembinaan terhadap
hakimitu sesuaidengan
tuntutan dankebutuhan.

Fungsipengawasan
hendaknya tidak sebatas
dipahamisebagaitindakan
represif, tetapijuga harus
dipahami sebagaitindakan
preemptif dan preventif.
Tindakan represifadalah
jalan terakhir untuk
ditempubh, jika tindakan
preemptif dan preventif
tidak lagimampu
mem-baik-kan seorang
hakim pelanggar KEPPH.

Dalam konteks
pencegahan (preventif),
sering kitamendengar
begitu maraknya

iatan sosialisasidan
internalisasi KEPPH

bagi hakim, baik yang
dilakukan oleh MA
maupun\KY. Tapifaktanya,
pelanggaran terhadap
KEPPH-pun terus terjadi.
Bisajadicara, metode,
sistem sosialisasidan
internalisasi KEPPH yang
selamainidilakukan
tidak tepat/dan tidak
sesuaikebutuhan para
hakim yang menjadi
pesertakegiatan
tersebyt. Misalnya untuk

(@) www.komisiyudisial.go.id

kegiatan sosialisasidan
internalisasi KEPPH
caradalam menentukan
nama pesertahanya
berdasarkanjabatan
sebagaihakim, dan tidak
berdasarkan base on need
atau base on ethic problem
dariparahakimyang
menjadi peserta kegiatan.

Selainituperlu
jugadiperhatikan,
bagaimanakah
penanganan dan
pembinaan terhadap
hakimyang melanggar
KEPPH baik yang
dilakukan MA atau KY
selamaini? JikaMA
atauKY hanyasebatas
menjatuhkan sanksietik,
tanpa disertaidengan
program penanganan
danpembinaan terhadap
hakim yang melanggar
KEPPH, maka penjatuhan
sanksietik itu tidak akan
mampu mengubah
perilakuhakim yang
bersangkutankearah
yang lebih baik, bahkan
ia dapat menjadibeban
institusi badan peradilan.

Idealnya program
sosialisasidan
internalisasi KEPPH yang
dilakukan oleh MA dan
KY itu didahuluidengan
adanyaassessment
terhadap semua hakim
terkaitdengan KEPPH.
Hasil assessmentitulah
yang dijadikan bahan
dasar untuk mendesain
materi, metode,

sistem sosialisasidan

internalisasi KEPPH
tersebut. Materiyang
diberikan tidaklah bersifat
umum saja, tetapiada
materikhusus yang sesuai
dengan kebutuhan hakim
(base on need of judges),
base on ethic problem of
judges, standar etika, dan
karakter darihakimyang
bersangkutan.

Assessment terhadap
hakim terkait KEPPH
sebagaimana
dikemukakan di atas dapat
dijadikan momentum
untuk mengevaluasi
program-program

etika hakim yangtelah
ada, sekaligus mencari
alternatif solusiuntuk
mengatasi berbagai
problematika yang makin
kompleks dan rumit.

Salah satu solusiyang
bisa dipertimbangkan
untuk mengatasi problem
etika hakim tersebut
adalah perlu dilakukannya
revolusietika hakim.
Programrevolusietika
hakiminitidak sekadar
sejalan dengan program
revolusimental yang
digagasoleh Presiden
Joko Widodo, tetapijuga
berdampak positif bagi
citrabadan peradilan,
khususnya MA.

Untuk langkah awal

dalam memulai program
revolusietika hakimini
perlu dilakukan perubahan
cara pandang (mindset)
mengenai hakim dan etika

PERSPEKTIF

hakim, yang diteruskan
dengan perubahan
mendasar padacara
dansistem pengelolaan
program sosialisasi dan
internalisasi KEPPH,
termasuk program
pembinaan terhadap
hakim.

Tentunya program
revolusietikainiperlu
dilakukansecara
terencana, terarah, dan
berkesinambungan oleh
MA danKY, sehingga
mampu membangundan
membentuk hakim-hakim
yang berkarakter KEPPH.
Dengan kata lain, program
revolusietika hakim
tersebut semata-mata
diorientasikan untuk
membangun dan
membentuk hakim-hakim
yang berkarakter KEPPH
untuk menjamindan
memastikan tegaknya
hukum dankeadilandi
bumilndonesia.

Hakim yang berkarakter
KEPPH adalah hakim
yang secaraikhlas dan
konsisten berperilaku
sesuaidengan prinsip
dan norma yang termuat
dalam KEPPH baik dalam
kedinasan maupun
dalam pergaulan hidup
bermasyarakat.

Hakim yang berkarakter
KEPPH akan mampu
menjaga nama baik dan
kewibawaan institusi
badan peradilan,
memelihara kemuliaan
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profesihakim, memelihara
kehormatandan
keluhuran martabat,

serta perilakunya sebagai
penegak hukumdan
keadilan. lamenempatkan
KEPPH dalam jiwa —
nuraninya, dan selalu
menjunjung tinggi KEPPH
dalam setiap denyut
jantung, setiap hembusan
nafas, setiap aliran darah,
dan gerak langkahnya.
Baginya KEPPH adalah
kebutuhan profesidan
bukan lagi kewajiban
profesi.

Hakim yang berkarakter
KEPPH tentulah
berintegritas dan
profesional, dan
sikapnya-pun sejalan
dengan sikap hakimyang
dilambangkan dalam
kartika, cakra, candra, sari,
dantirta. Sehingga hakim
yang berkarakter KEPPH
akan mampumencegah
perilaku koruptif, bahkan
ia dapat menjadipanutan
dan agent of change di
badan peradilan.

Sikap hakim tersebut
merupakan cerminan
perilaku hakimyang
harus senantiasa
diimplementasikan dan
direalisasikan oleh semua
hakim dalam sikap dan
perilaku hakim yang
berlandaskan pada prinsip
Ketuhanan Yang Maha
Esa, adil, bijaksana dan
berwibawa, berbudiluhur,
danjujur.
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Tidak dapat disangkal
bahwa saatinibadan
peradilan Indonesia
sangat membutuhkan
hakim-hakim yang
berkarakter KEPPH demi
tegaknya hukum dan
keadilan sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal
24 UUD NRI Tahun 1945.

Selainitu, hakimyang
berkarakter KEPPH

akan mampu berperan
sebagaiagent of change
gunamendorong proses
penegakan hukumdan
keadilan yang beretika,
tidak sekadar berdasarkan
hukum tertulis dan
prosedural, tetapijugaada

dimensisensitivitas sosial,

moral, danrasa keadilan
masyarakat dalamia
memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara
yang diadilinya.

Kondisi tersebut pada
akhirnya akan mampu
mengembalikan dan
memulihkan kepercayaan
masyarakat terhadap
badanperadilan. Dengan
demikian menjadijelas
bahwa hanya bagi hakim
berkarakter KEPPH saja,
KEPPH itu betul-betul
menjadiaturan perilaku
danbagian penting

dari profesimuliayang
diembannya.

Daripenjelasandiatas,
menjadijelas adanya
korelasiyangeratantara
etika hakim dan upaya

MA mewujudkan visinya
yaitu terwujudnya badan
peradilan Indonesiayang
agungdanmodern.

Danprogramrevolusi
etika hakim merupakan
salah satu alternatif solusi
untuk mengatasi berbagai
permasalahan etika yang
dilakukanoleh kalangan
hakim. Oleh sebabitu, MA
danKY dapatbersinergi
dalam melaksanakan
programrevolusietika
hakim sebagai program
prioritas. Sebab hal
tersebut urgen dilakukan
demimembangun dan
membentuk hakim yang
berkarakter KEPPH.

Komitmen MA untuk
melakukan reformasi
internaluntuk menata
semua sistem, menata
SDM, dan menguatkan
kelembagaannyadengan
menerapkan prinsip
Good Government

yaitu transparansi
(transparency),
akuntabilitas
(accountability),
pertanggungjawaban
(responsibility),
independensi
(independency), serta
kesetaraan dan kewajaran
(fairness), harus terus
dikawal dandidukungoleh
semua stakeholders yang
terkait.

Akhirnya, keinginan
luhur MA yang hendak
mewujudkan badan

peradilan Indonesiayang
agungdanmodernitu
sangat tergantung pada
komitmen dan keseriusan
MA dalam membangun
dan membentuk hakim
yang berkarakter KEPPH.

Jika makin banyak

hakim yang berkarakter
KEPPH, maka peluang
terwujudnya visiMA
makin besar. Sebaliknya
jika masih terus terjadi
pelanggaran KEPPH
termasuk perilaku koruptif
oleh hakim, maka selama
itu upaya mewujudkan visi
tersebut akan mengalami
hambatan, bahkan bisa
mengalamikegagalan.

Sebagaisalah satu solusi,
MA perlu melakukan
programrevolusietika
bagi kalangan hakim, dan
para hakim-pun harus
ikhlas, terus berikhtiar,
kerja keras, dan bertekad
untuk menjadihakim yang
berkarakter KEPPH sesuai
program revolusi etika
yangdisediakan MA dan
KY.

Menjaga nama baik
institusibadan
peradilan, melihara

dan mengokohkan
kehormatan dankeluhuran
martabatnya, serta
terus termotivasi untuk
meningkatkan kapasitas
profesionalismenya
sesuai tuntutan

dan perkembangan
masyarakat. Semogall

www.komisiyudisial.go.id
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CALON
HAKIM AGUNG

SCHA Tahun 2017

Hasilkan CHA Berkualitas
dan Berintegritas

Proses seleksi calon hakim agung (CHA) yang diamanatkan
konstitusi menuntut Komisi Yudisial (KY) menerapkan standar
dan indikator terukur dalam mencari enam calon hakim agung.
Standar pemilihan tersebut menekankan pada aspek kualitas dan
integritas calon.

® www.komisiyudisial.go.id st | Konitsi YunisuL

JUNI 2017



LIPUTAN
KHUSUS

alah satu peserta
yang merasakan
ketatnya lika-liku

seleksi CHA tahunini
adalah Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama
(Badilag) Abdul Manaf.
Alumnus IAIN Yogyakarta
iniberpendapat, seleksi
kaliinimerupakan
terketat yang pernahia
rasakan selama mengikuti
seleksi.

Manaf memandang,
proses seleksi CHA yang
dilaksanakan oleh KY
tahun 2017 sangat baik,
tertib, dan akuntabel.

“Ketertiban itu sudah
mulai saya rasakan ketika
saya mendaftar. Saya
dilayanitepat waktu

oleh duaorang petugas
(wanita) sangat santun.

m Konmisi YupisiAL

EDISI
APRIL
JUNI 2017

Demikian juga pada

saat registrasiuntuk uji
kualitas dan pelaksanaan
ujian, pelayanannya
sangat baik,” papar Manaf
kepadareporter Majalah
Komisi Yudisial.

Saat ditanya apakah
membutuhkan persiapan
khusus dalam mengikuti
proses tahapan seleksi?
la mengaku hal.penting
yang harus dilengkapi
adalah persyaratan
administrasi.

“Pertama, saya harus
mempersiapkan
kelengkapan administrasi
secara lengkap. Bahkan
saat pendaftaran, saya
sudah serahkan foto

kopi putusan. Tetapi,
karena saatitu belum
waktunya menyerahkan

Calon Hakim Agung 2017 saat
mengikuti Seleksi Kualitas di
Pusdiklat Litbang KumdilMA

dokumen dimaksud,
oleh petugas disarankan
untuk diserahkan pada
waktu registrasi untuk uji
kualitas,” jawab priayang
sudah menekuni profesi
sebagai hakim selama 31
tahunini.

hakim agar dalam
menjalankan wewenang
dan tugasnya sehingga
terjaga harkat dan
martabatnya. Ini memuat
10 prinsip Kode Etik

dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) yaitu
berperilaku adil,
Selainitu, lanjut Manaf,

iajuga berusahakeras
mengingat dan

4

memahami

tg:‘tﬁ! KEPPH inidimuat

Kode dalam Surat Keputusan
Ezgjrign Bersama Nomor 047/KMA/
Perilaku SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/
Hakim .
(KEPPH). IV/2009 tentang Kode Etik
KEPPH dan Pedoman Perilaku
i Hakim

atau panduan

perilaku bagi ; ;
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berperilakujujur,
berperilaku arif dan
bijaksana, bersikap
mandiri, berintegritas
tinggi, bertanggung
jawab, menjunjung tinggi
harga diri, berdisiplin
tinggi, berperilaku
rendah hati, dan
bersikap profesional.
KEPPH tersebut sebagai
pedoman bagi hakim
agar perilakunya baik
didalam kedinasan,
maupun diluar kedinasan
selalu menjunjung
tinggiintegritas dan
profesionalismenya.

KEPPH inidimuat dalam
Surat Keputusan Bersama
Nomor 047/KMA/SKB/
IV/2009 — 02/SKB/P.
KY/IV/2009 tentang
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim. KEPPH

"Ketertiban itu sudah mulai saya
rasakan ketika saya mendaftar Say

inimemuat 10 prinsip
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH)
yaitu berperilaku

adil, berperilaku jujur,
berperilaku arif dan
bijaksana, bersikap
mandiri, berintegritas
tinggi, bertanggung
jawab, menjunjung tinggi
harga diri, berdisiplin
tinggi, berperilaku
rendah hati, dan bersikap
profesional.

“Kiat saya dalam proses
mengingat KEPPH,
maka saya membaca
kembali Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)
yang saya buat pada
saat bertugas diBadan
Pengawasan (Bawas)
Mahkamah Agung.
Sedangkan untuk format
putusan kasasi, saya

Ik

mengamati direktori
putusanyangada di
website Mahkamah
Agung,” ujar Manaf.

Manaf juga mengaku
sempat mengalami
kendaladalam
penyusunan makalah saat
mengikuti proses seleksi.
“Pada saat uji kualitas,
kendala yang saya hadapi
pada saat penyusunan
makalah. Karena
keterbatasan saya untuk
bidangitu, maka saya
merasa sulit membuat
makalah yang paripurna,”
paparnya.

Manaf sempat berharap
agar KY ke depan tetap
mempertahankan
kualitas proses seleksi.
“Sudah sangat baik,

ini saja dipertahankan

LIPUTAN
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karena sangat memadai,”
pungkasnya.

KY Tekankan Faktor
Integritas

Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim KY Maradaman
Harahap menegaskan,
penekanan dan prioritas
dalam seleksi CHA
tahun 2017 iniadalah
faktor integritas, bukan
kecerdasan semata.

“Integritas selalu kita
utamakan. Halini sudah
menjadi perhatianKY
karenasudah ada standar
kompetensi,” tegasnya.

Mantan hakim agama
inimengungkapkan
kecerdasan tidak menjadi
satu-satunyapenentu
lolos-tidaknya seorang

dilayanitepat waktu oleh dua orang
m

A

petugas (wanita) sangat santun.

Demikian juga pada saat ;ggistraéi

untuk uji kualitas dan pefakséﬁaan
ujian, pelayanannya sangatbaik”

Badilag.net

Abdul Manaf
Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama (Badilag)
MA

O Abdul Manaf

APRIL
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karakter) calon hakim agung”

CHA. Diamenyatakan,
adabeberapa kasus ketika
calon cerdas harus gagal
karenadinilaikurang
dalam halintegritas.

“Banyak yang pintar,
banyak yang cerdas. Tapi
kadang tidak lulus di
integritasitu. Sehingga
bagi kami, kualitas itu
belum menjadijaminan
lolosnya seseorang
calonmanakala

yang bersangkutan
integritasnyakurang
bagus,” tuturnya.

Lebih lanjut Maradaman
menjelaskan, meskipun
demikian, kualitas

tetap penting. Dia
mengungkapkan
keinginannya agar terjadi
sebuah keseimbangan
antaraintegritas dan
kualitas.
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“Dan sebaliknya,
integritas oke tapi
kemudian kualitasnya
kurang, inijuga menjadi
perhatian kami. Kami
tidak mau calon hakim
agunginimenjadi beban
nantidiMA. Jadikami
menginginkan kedua
aspekinibetul-betul
menjadiperhatian
kami, yaitu kualitas dan
integritas,” ucapnya.

Untuk mendapatkan
hakim yang benar-benar
sesuaiharapan publik,
lanjut Maradaman, KY
menerapkan standar yang
terukur. KY menetapkan
penentuan kelulusan
seleksi CHA didasari
batas minimum standar
kompetensikelulusan.

“Penentuan kelulusan
Seleksi CHA didasari
oleh batas minimum

standar kompetensi
yang ditetapkanKY,
terdapat pada Peraturan
KY Nomor 2 Tahun 2016
yang memuat standar
kompetensi mental,
kompetensiinterpersonal,
teknik yudisial,
pengelolaan yudisial,
manajemen organisasi,
kewarganegaraan, dan
integritas’, ujarnya.

Selainitu, Maradaman
juga berharap tahun
2017 iniKY dapat
menghasilkan hakim
agungyangdiharapkan
masyarakat.

“HarapanKY adalah
hakim agungyang
memilikiilmu
pengetahuan yangluas,
kompetensiyang tinggi,
berintegritas dan akhlak
yang terpuji. Karena
ditangannya, keadilan

Maradaman Harahap
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

danmartabat bangsa
dipertaruhkan,” harapnya.

Maradaman kembali
menegaskan, integritas
telah menjadi standar
bagi KY untuk memilih
calon hakimagung
terbaik. Salah satu yang
dilakukan KY adalah
penelusuranrekam
jejak para calon.KY juga
meminta partisipasi
masyarakat untuk
mengirimkan informasi
tertulis ke KY.

“Masyarakat dengan
identitas yangjelas
diharapkan dapat
memberikan informasi
atau pendapat secara
tertulis tentang rekam
jejak (integritas,
kapasitas, perilaku, dan
karakter) calon hakim
agung,” kata Maradaman
Harahap. [

www.komisiyudisial.go.id
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Jalin Komunikasi
dengan DPR

ejak terbitnya
Putusan
Mahkamah

Konstitusi (MK) Nomor
27/PUU-XI1/2013,
kewenangan DPR kini
memang berubah
dari“memilih” CHA
usulanKY menjadi
memberikan
“persetujuan”.
Perubahanini
menyebabkan seringkali
DPR “mementahkan”
sosok calon pengadil
yang sudah diseleksi
secaraketat oleh KY.

Namun, KY tentu tidak
akan membiarkan para

www.komisiyudisial.go.id

calonyangdiusulkan
ke DPR untuk berjuang
sendiri. Artinya, KY
tetap mengawal agar
calon-calonyang
diajukan dapat disetujui
DPRRI. JuruBicaraKY
Farid Wajdi menjamin
bahwa semuanama
CHA yangdiserahkan
ke DPR memiliki

rekam jejak bersih dan
berintegritas. Sehingga
DPRRIseharusnya
tidak perlu meragukan.

“Ini wajar karena hasil
serupajuga terjadi pada
usulan calon pejabat
publik oleh panitia

Suasana fit and proper test
CHAdIiDPR

seleksiinstansilain

ke DPR, apalagi DPR
lembaga politik. KY
bisa memahamidan
menghormatiitu karena
bagaimanapun setiap
lembaga politik tidak
bisa diprediksidengan
baik,” ujar Juru Bicara
KY Farid Wajdi.

Ke depanKY merasa
sangat membutuhkan
“kompromi” dengan
DPR. Dalamarti,

KY akan menjalin
komunikasilebih
intensif lagi dalam
upaya menyamakan
persepsidan parameter

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Ditengahupaya
KY dalam mencari
hakim berkualitas
dan berintegritas,
hallainyangjuga

menjadikendala
adalah sosok calon

pengadilusulan
dariKY sering

"dimentahkan”

oleh KomisiIII
Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)
RI.Padahal,

KY sudah
menetapkan
standardan
indikator
seleksiyang
mengedepankan
aspek kualitas dan
integritas.
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kelulusan CHA. Sebab,
selamainiKY danDPR
memiliki parameter
masing-masing ketika
melakukan fit and proper
test. Adanya fakta calon
yang lulusdanyang
tidak lulus buktikedua
lembaga memfungsikan
parameternya
masing-masing.

“Adakebutuhan
menyamakan perspektif
dan parameter semakin
urgent karena berkali-kali
usulan CHA seringkali
tidak sesuaiyang
diharapkan. Ada baiknya
kedua lembaga memiliki
instrumen penilaian
yangdirumuskan atau
dibangun bersamaagar
tidak lagi terlalu banyak
calonyanggugur,”
harapnya.

KY, lanjut Farid, akan
memperbanyak ruang
komunikasidengan Komisi
[IIDPRRI. Selainitu, KY
juga akan melibatkan
Komisilll DPR sebagai
peninjau atau pengamat
dalam setiap seleksi CHA.

“Iniagar kita bisa
meyakinkan DPR bahwa
usulan CHA benar-benar
berintegritas, memiliki
kualitas, dan komitmen.
Konkretnya, kita akan
libatkan Komisi lllDPR
sebagaipeninjau atau
pengamat disetiap seleksi
CHA, tanpa mengurangi
independensiKY," kata
Farid.

Menanggapi persoalan
ini, Anggota Komisi lll
DPRRIM. Nasir Djamil
mengatakan dibutuhkan
pola komunikasi

terkaitirisan tugas dan
kewenangan antara KY
dan DPRyang harus
segera dibangun terkait
seleksi CHA.

“Perluadasemacam
indikator instrumen
bersama dengan menjalin
sinergitas responsibility
sejak awal dengan caraKY
membangun komunikasi
politik denganrendah
hati,” ujar Nasir dalam
Diskusi Publik bertajuk
“Dinamika Seleksi Calon
Hakim Agung”di Jakarta
beberapa waktu lalu.

BagiNasir, membangun
komunikasisepertiitu
bukan sebuah aib, tapi
untuk membangun
sinergitas responsibility.
Dalamarti,KY dan

DPR mestilebih sering
berkomunikasidan

CalonKY DigugurkanDPR

membangun perspektif
bersamadalam
menentukan kriteria
hakimagungyang
diterima.DimanaKY dan
DPR perlududuk bersama
untuk menetapkan kriteria
CHA yang akan disetujui.

“Mestiada pembagian
perandan fungsiantara
KY danDPR, sehingga
tidak terjadi tumpang
tindih dalam proses
seleksi. Selainitu, perlu
ada keterbukaan informasi
dalam proses tersebut,”
kata Nasir.

Menurutnya, tidak
disetujuinya CHA

yang diusulkan KY
akanberdampak pada
kekurangan hakimagung
yang bisa berakibat
penumpukan perkaradi
MA.[W

Y pernah kecewa dengan
keputusan DPR terkait
usulan calon hakimagung

(CHA) dan calon hakim ad hoc
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
diMA. Beberapa kaliusulan KY
“digugurkan” DPR. Pada seleksi
CHA Februari 2014, DPR menolak
tiga CHA usulanKY.

Mereka adalah Hakim Pengadilan
Tinggi Makassar Suhardjono,
Hakim Tinggi Pengawas Sunarto
dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah Maria Anna
Samiyati.
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Pengalaman serupa muncul

lagi pada September 2014. DPR
hanya meloloskan empat nama
dari 5 CHA yang diusulkanKY.
Yakni, mantan WKPTA Surabaya
Amran Suaidi, Dirjen Badilag MA
Purwosusilo, WKPT Pontianak
Sudrajad Dimyati,dan KPT TUN

Medan Is Sudaryono. Sedangkan,

Hakim Tinggi PT Papua Muslih
Bambang Lugmono tidak
disetujui.

Namun pada Juli 2015, DPR
sempat meloloskan enam nama
sesuaiusulanKY. Yakni, Maria

Anna Samiyati, Wahidin, Yosran,
Sunarto, Suhardjono, dan
H.A.Mukti Arto.

Padarapat pleno Penetapan dan
Persetujuan CHA dan Hakim Ad
Hoc Tipikor diMA 30 Agustus
2016, Komisi Il DPR kembali
menggugurkan usulan KY. Yaitu
CHA Setyawan Hartono (perdata)
dan Kolonel (CHK) Hidayat Manao
(militer). Sementara untuk calon
hakim ad hoc Tipikor yang tidak
mendapat persetujuan adalah
Dermawan S. Djamian dan
Marsidin Namawi. &
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PENGADILAN NEGERI SELONG S

Bangun Kepercayaan
Pubhk dengan Inova31

Destrin

o

e

Kantor Pengadllan Negerl Kelas 1B Selong cukup megah dan berw:bawa dengan empat pI[CH' dl

depannya. Gedung itu seakan memberikesan bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Selong Lombok
Timur sebagai tempat yang kurang bersahabat dalam keseharian mereka yang sederhana dan apa
adanya. Ketidakakraban masyarakat terhadap Lembaga Peradilan tersebut dilatarbelakangi dengan
kebiasaan mereka yang selalu menyerahkan segala permasalahan hukum dengan cara menunjuk
kuasa hukum entah karena tidak paham hukum atau karena tidak mau disibukkan dengan segala
urusannyadipengadilan. Hal itu menjadijurang pemisah antara masyarakat dan pelayanan oleh
pengadilan negeri Selong semakin jauh, juga stigma yang tidak pernah hilang dimasyarakat seputar
pengadilan yang cenderung negatif, seperti adanya anekdot apabila sudah berperkara disana “kalau
ingin dapat sapi harus berani kehilangan kambing” atau kalau berurusan hukum bisa “ hilang kambing
habissapi “.
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emangkasjurang
pemisahantara
masyarakat

denganinstitusi pengadilan
sertamenghilangkan
kesan negatif menjadi
pekerjaanrumah bagi
lembaga peradilan di
Indonesia. Salah satu upaya
yang telah dilakukanoleh
lembaga yudikatif, dimana
tempat orang mencari
keadilan danberurusan
dengan masalah hukum
yaitudengan komitmen
reformasiinternal

melalui peningkatan
performapelayanan

publik. Komitmen dan
upayaitujugadidukung
denganadanya penerapan

Indonesia Court
Performance Excellent
(ICPE) oleh Badilum
Mahkamah Agung
(MA). Sebagaisalah satu
pengadilan negeriyang
beradadibawah Pengadilan
Tinggi Mataram,
Pengadilan Negeri
Selongjuga mempunyai
komitmen besar dalam
upaya peningkatan
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performapelayanandi
bidang peradilandengan
membuat langkah-langkah
terobosan kreatif (creative
breakthrough) atau
inovasi. Diantara beberapa
terobosankreatif PN
Selong, salah satunya
yang menjadiandalandan
belum banyak dilakukan
oleh pengadilan negerilain
yaitudengan menciptakan
pelayanan satu pintuatau
lebih dikenaldenganone
stop service.

Inovasidan terobosan
kreatif tersebut dialami
langsungoleh tim redaksi
saatmengunjungi PN
Selong. Pengadilan

yang terletak di wilayah
administratif Kabupaten
Lombok Timur, Nusa
Tenggara Baratini,boleh
jadisedangtahaprenovasi
yang tampak di beberapa
titik masih berantakan.
Namun kesan yang kami
temui saat memasuki pintu
utama gedung Pengadilan
NegeriSelongadalah
kesanhangat,ramah, dan

KOMISI YUDISIAL/EKA
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nyaman menyambut kami.
Bukanhanyakesanramah
daripegawaiyang tampak
sibuk melayani para pencari
keadilan,namun kesan
ramahjugatampak dari
fasilitas yang disediakan
diruang publik tersebut.
Loket layanantidak lagi
berupamejatinggidengan
satuorang petugas

duduk dibelakangnya
danmasyarakatharus
berdiriberjam-jamselama
menerima layanan.

Kinikondisinya sudah
bergantidengan meja
panjang yang sejajar orang
duduk. kursitidak hanya
disediakan untuk petugas
tapijugadisediakan untuk
penerima layanandengan
posisi sejajar berhadapan.
Petugas yangberjaga

pun tidak hanya satu tapi
adabeberapapetugas
tampak berjagadengan
tugas sesuai papannama
masing-masing. Ada
bagian pengaduan, kasir,
bagian pidanadan perdata,
semuanya siap melayani
masyarakat.

Menurut Ketua PN Selong,
Suprapti, hal tersebut
merupakan bentukinovasi
baruyangkaminamakan
onestop service PN
Selong, dalam memberikan
pelayanan prima kepada
masyarakat. Dimana
seluruhlayanandarimulai
memasukkan gugatan,
suratkuasa, pembayaran
panjar, dil semua dilakukan
satu pintu. “Segalamacam

kebutuhan publik dibidang
peradilan yang butuhkan
cukup melaluisatu pintu
itudandalam waktu
yangrelatif singkat serta
transparan,”jelas Suprapti.

lamenambahkan dengan
adanyafasilitas one stop
service, tidak adalagipara
pihak atau pengacara
yangselamainiharus
masuk ke ruang-ruang
tertutup sepertiruang
perdata, ruang pidana, dan
ruang panitera. Menurut
Supraptibahwa sistem
pelayananyangtertutup
akanmemberipeluang
dan kesempatan para
pihak untuk melakukan
penyimpangan atau
penyalahgunaan
kewenangan. Bahkan
untuk bertemuKetua PN
parapihak yangberurusan
dengan pengadilan harus
melapor terlebih dahulu ke
petugas diloket pelayanan
gunamengetahuimaksud
dantujuannya, kata
Supraptiyangmemang
dikenal disiplin dan taat
aturan.Bagipengunjung
yang menunggu giliran
untuk dilayanidisediakan
beberapaset kursipanjang
yang berhadapan langsung
dengan loket. Serta satu set
kursitamudipojok ruangan
untuk tempat menunggu
yang lebih nyaman. Selain
itudisediakan pula loker
dengankunciuntuk tempat
charger handphone,
tempat minum, bacaan, dan
segalainformasitentang
Pengadilan.

www.komisiyudisial.go.id



Pada 22 MeilaluPN Selong
baru sajadilakukan Audit
Penjamin Mutuoleh
Badilum untuk kebutuhan
penilaian akreditasi.
Menurut Suprapti, tim
auditor terlihatkagum

dan puas melihat berbagai
upaya perbaikan dibidang
pelayanandanadministrasi
yangdilakukan PN
Selong.Hasilnya PN
Selong mudah-mudahan
mendapat akreditasi.

Tidak hanyadari
masyarakat yang datang
dan tim akreditasiBadilum,
pujianjugadatangdari
Ketua Mahkamah Agung,
Hatta Aliyang pada saat
Munas IKAHIXVIII di
Mataram menyempatkan
dirimeninjau secara
langsunginovasiOne Stop
Serviceyangditerapkandi
PN Selong. “Alhamdulillah
artinyaniat baik dan
komitmen bersama kami
dalam memperbaikimutu
pelayananPN Selong
mendapat respondan
apresiasioleh pusat,” tutur
wanitakelahiran Bantulitu.

Tanggapan masyarakat
saatiniterhadapinovasiPN
Selong pun sangat positif
dan mudah-mudahan
itumenjawab atas
persepsimasyarakat
selamainiterhadap
pelayanan pengadilan,
Supraptimenuturkan.
Sebagai buktiotentik
untuk mengukur tingkat
kepuasan masyarakat, PN
Selong telah membagikan

www.komisiyudisial.go.id

150 kuesioner kepada
pengguna pengadilan
dalamrentang waktu
Januarihingga April

2017 danhasilnya secara
umum masyarakat sangat
puas. ‘Bahwa tingkat
kepuasan masyarakat
tersebut menjadidorongan
semangat baru bagikami
untuk terus berbenahdan
meningkatkan pelayanan
gunamengembalikan
kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga
peradilan” Jelas Suprapti.

Dalamhalpenanganan
perkara sebelum kami
lakukanupaya terobosan,
PN Selong boleh dibilang
masih sangat lambat
menurut Suprapti.
Lambatnya penanganan
perkarabiasanya terjadi
karena salah satu pihak
tidak hadir pada saat
sidang dan harus dipanggil
kembali. Jika tetap tidak
hadir, pemanggilan harus
dilakukan minimal duakali
barudapat melanjutkan
sidang, sehingga waktu
pelaksanaan sidang
menjadiberlarut-larut.

Denganpermasalahan
tersebut PN Selong
kemudianberinovasi
dengan membuat blanko
kalender penanganan
perkara sehingga saat

ini kami sudah mampu
memenuhiketentuan target
waktu penanganan perkara
sesuaidengan Surat
Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2014

yang menginstruksikan
batas waktu penanganan
perkaraditingkat pertama
maksimallimabulan.

Secaradetail Suprapti
menjelaskan, bahwa
pengisian blanko kalender
tersebut disepakatioleh
kedua pihak. Misalnya
dalam perkara perdata, bila
mediasigagal makaoleh
hakim para pihak dituntun
untuk membuat jadwal
sidang sendiridandiklausul
kedua berisi: Apabila para
pihak tidak hadir tanpa
alasanyangsah maka
sidangakandilanjutkan
tanpahadirnyasalah satu
pihak dan untuk kehadiran
berikutnya dilaksanakan
sesuaijadwal tanpaadanya
pemanggilan.

“Blanko saya masukkan
dalamberkas, bahwa
semua hakimharus
menggunakan.
Alhamdulillah
penyelesaian (perkara) di
PN Selong saatini tidak
lebih darilimabulan,
produktif sekali,” ungkap
wanita berkacamataitu.

| RETUA AR
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la kembalimenijelaskan,
inovasidan terobosan
kreatif yang dilakukan

PN Selonginitidak hanya
berupa layanan manual tapi
jugadalambentuk layanan
sistem online, misalnya
Sistem AplikasiPidana
Online. Dengan sistem
aplikasitersebut pengajuan
perpanjangan penahanan
atau penyitaan cukup
melaluionline. Begitu
jugauntuk mengetahui
telah selesai tidaknya
proses pengajuan dapat
dilihat darisistem aplikasi
tersebut. “Sebagai contoh
kalau penyidikingin
mengajukan perpanjangan
penahanan, penyitaan
cukup melaluionlinekita
layani, baru setelahitu
membawa hardcopy-nya.
Jadipenyidik dapat melihat
apakah masih proses
atausudah selesai,” papar
Suprapti.

Dalam hal penelusuran
sebuah perkara
sebelumnyatelah
disediakan aplikasi
Mahkamah Agung
yaitu Sistem Informasi
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Penelusuran Perkara
(SIPP), namun PN
Selongmengembangkan
sistemtersebutdengan
menciptakan aplikasibaru
yangdiberinama aplikasi
SIKE atau Sistem Informasi
Kearsipan. Perbedaan
kedua aplikasitersebut
menurut Suprapti, Aplikasi
SIKE berisidatabase

yang lebih detail dari SIPP.
Misalnyadalam halnama
terdakwa atau para pihak,
bila di SIPP menggunakan
dkk (dan kawan-kawan)
dalam SIKE keseluruhan
nama dicantumkan.

lamenjelaskan saat
iniuntuk mengikuti
perkembangan kebutuhan
informasi masyarakat,
pengadilan sudah
seharusnyamemiliki
database mengenai
perkara-perkarayang
diputus. Hal tersebut
bergunaapabilaada
permintaan data, misalnya
untuk kebutuhan dalam
mengeluarkan “Surat
Keterangan Tidak Pernah
Dihukum”.

Sebelumnya, bilaada
masyarakat meminta
SuratKeterangan Tidak
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Pernah Dihukum maka
pegawai pengadilan harus
membuka satu persatu
register secaramanual
tidak hanya mengecek
register tahuninitapijuga
tahun-tahun sebelumnya.

“Apaiya? Bukaregister dari
tahun berapadan sudah di
lemarisana. Habis waktu
kita hanya untuk melayani
satuorangsaja,” terangnya.

Denganadanya aplikasi
SIKE tersebut, penelusuran
akanlebihmudah.Hanya
dengan mengetik nama
yang bersangkutan

maka akan muncul hasil
perkara-perkarayang

_ berkaitandengannama
- tersebut."Jadidalam
- mengeluarkan Surat

Keterangan Tidak Pernah

~ Dihukum sudah sesuai
° dengandatabasekita,”

tambahnya.

Sebelum menjadiKetua
PN, Supraptisempat
menjabat sebagai Waka
PN Selongdandariawal
iasudahmembangun
hubungan baik dengan
pegawai pengadilan
untuk menyiapkan
mental-mental pegawai
yang berintegritas
dantransparandalam
pelayanan. Setelah
iadilantik sebagai

Ketua PN Selong pada
November 2016 lalu, ia
langsung menerapkan
inovasi-inovasiyang sudah
digagasnya saat masih
menjadi wakil. Walau baru

beberapabulannamun
inovasi-inovasi tersebut
mampu memberikan
perubahan yang signifikan
terutamadalam hal
pelayanan publik.

Menurut Suprapti, Badilum
memberikan ruang gerak
bagipengadilan untuk
berinovasisepanjang

itu bertujuan untuk
memberikan pelayanan
yang prima bagi

publik. Dengan upaya
pelayanan publik melalui
inovasi-inovasi tersebut,
praktik-praktik punglidan
suap pundapat dicegah.
Karena semua pelayanan
dilakukandengan sistem
one stop servicedanonline
sertasemuahalyang
berhubungandengan
pembayaran harus melalui
bank tidak langsung
kepada petugas kami.

Dalam penerapaninovasi
diPN Selong, Suprapti
mengaku terbantu
denganadanyastaf IT
yang mumpuni, terutama
dalam membuat aplikasi
yangdibutuhkan.
Menurutnyajustru
kesulitan lebih kepada
bagaimana menyiapkan
mental-mental pegawai
pengadilan danresistensi
terhadap perubahan.

“Kesulitan bukan pada
penyiapansaranadan
prasaranadalaminovasi
tetapilebih kepada
bagaimana menyiapkan
mental-mental pegawai

untuk transparan dalam
memberikan pelayanan,”
tutur Suprapti.

Staf IT PN Selongyang
kami temui, Satria, juga
mengungkapkan bahwa
iamembuat sendiri
aplikasi SIKE dan Sistem
Pidana Online.lamengaku
kesulitan lebih kepada
proses pembuatan
databasekarenaputusan
daritahunke tahun harus
discan terlebih dahulu baru
setelahitudiinput. Apalagi
PN Selong memilikiarsip
dokumen mulaidaritahun
1920-an.

Kendalaterutama
dikarenakan mesin scanner
yang dimiliki PN Selong
hanya satudantenaga
yang mendokumentasikan
hanya duaorang. “ltupun
scanner kita giliran. Jadi
kalau (bagian) perdata
butuh untuk scandata
bandingatau mengirim
data, dipindah dulu, kita
istirahat dulu sebentar. Jadi
scannernyakeliling.”

Supraptimenambahkan,
untuk mewujudkan
database pengadilan
memang membutuhkan
kerjakeras.
Pendokumentasian dibuat
berjalan mundur mulai
daritahun 2017 dan saat
ini sudah terdokumentasi
hingga tahun 2015.

“Memanglamatapi

memudahkan untuk masa
depan,”ungkapnya.™

www.komisiyudisial.go.id



LEBIH DEKAT

A

DIBALIK]
JUBAH
AGUNG
SANC
WAK

TUHAR

Suprapti
KetuaPN

Adnan Faisal Panji

uprapti,demikian prihatin,dantegar.Namun,  iamengakuawalnya menjalani profesiini,
Snama Ketua halitu tidak membuatnya tidak pernah terlintas bermula saat menjadicalon
Pengadilan Negeri minder, justru menjadi dibenaknyauntukmenjadi  hakim diPengadilan Negeri
(KPN) Selong, Lombok sumber kekuatan dan seorang hakim.Namun (PN) Bantul pada tahun
Timur.lalahirdiBantul,26  berprestasi. Terbukti, ibu duaoranganakini 1992-1996. Saya diangkat
April 1969 darikeluarga Supraptimuda tercatat meyakinibahwa profesi menjadi hakim pada Juni
yang sederhana. Kedua sebagai mahasiswi yangdiembannyainibukan 1996 di PN Purworejo,”
orang tuanya membuka dengan lulusan terbaik di profesibiasa. Profesimulia ~ kenang Suprapti
warung nasididaerahnya. angkatannya. ini merupakan sebuah mengawali kisahnya.
panggilandari Tuhan.
Sebagaianak pertama Ketika diminta berbagi Mandiridan kerja keras
dariempat bersaudara, ceritabagaimanaawal “Saya tertarik menjadi adalah kuncimeraih
ia terbiasa mandiri, hidup kariernya sebagai hakim, hakim justru ketika mulai kesuksesan dalam
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menjalanikarier sebagai
hakim. Dua halitu kerap
dilakoninya dimanapun
iaditempatkan. Memang,
tidaklah mudah menjalani
profesisebagaihakim
sekaligus dituntut menjadi
seorangistridanibu

yang mengasuh kedua
anaknya. Meskidengan
pengorbanan dan air
mata, dirinya yakin tugas
yangdilakoninyaini
adalah tugas muliayang
menuntut tanggung jawab

yang tinggi.

“Dalam satu minggu, saya
mewajibkan diri pulang
untuk mengurus keluarga,”
urainya.

lamelanjutkan cerita
tentang suka dan duka
selama menjadihakim.
Saatitu,iaditugaskan
menjadi Wakil Ketua di PN
Batang pada tahun 2011.

“Sayatidak pernahlupa
saatitu. Sepertibiasa,
saya berkendara sendiri
selamalimajam lebih
darirumah saya di Bantul
menuju Batang seminggu
sekali. Saatitu sudah
soredanhujan, saya
melewati kawasan hutan
dan gunung-gunung.
Hujan deras membanjiri
jalanan yang telah berubah
menyerupaianak sungai
yang mengalir deras. Saya
menghentikan mobil. Saya
sendirian dan takut. Tak
kuasa, akhirnya saya pun
menangis. Beberapajam
kemudian hujanreda. Baru

m Konmisi YupisiAL
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akhirnya saya menemukan
keberanian lagidan
melanjutkan perjalanan,”
kenang Suprapti.

Tak hanyaitu,iakembali
melanjutkan cerita tentang
pengorbanan sebagai
seorangistridanibu
demimenijalankan tugas
sebagaihakim. Saatitu
iabaru diangkat menjadi
hakimdan ditugaskan

di PN Purworejo. Dalam
kondisi sedang hamil
besar, tutur Suprapti,
iaberkendara sendiri
sepanjang 75 kmyaitu
dariBantul ke Purworejo.
Namun, ditengah hutan,
ban mobilnya bocor.

“Dengan kondisi perut
besar yang sudah
menyentuh stir mobil,
tiba-tiba ban mobil
kempis. Saatitu saya
sedang melewatihutan,
segera saya menepi.
Lama saya menunggu,
tetapitidak ada yang mau
berhentimenolong. Saya
sudah mulaikhawatir
tiba-tiba lahirandi

sini, siapa yang akan
membantu saya? Saya
nekat berdiriditengah
jalan dan melambaikan
tangan. Bersyukur ada
supir truk yang berhenti
danmaumembantu
menggantiban sayayang
bocor saatitu,” ungkap
Supraptigetir.

Dengan wajah senduia
melanjutkan. “Saat itu saya
teringat wajah suamiyang

khawatir dananak pertama
sayayang mendung
wajahnya saat saya
tinggalkan. Inginrasanya
memeluk mereka saat

itu,” urai Suprapti sambil
tak kuasa menahan air
matanya jatuh berlinang.

Sebagaihakim,
Supraptipercaya
bahwa profesiyang
dijalanimembutuhkan
perenungan hidup. la
banyak menghabiskan
waktunya menyatu
denganalam.

Darisana, ia banyak
meresapibanyak hal
dalam kehidupannya
untuk menjadisosok
yang lebih baik.la pun
menurunkannya ke dalam
prinsip-prinsip yang
ideal dalam mengemban
amanat tugasnya sebagai
hakim.

“Jangan menunda-nunda
persidangandan
membentak-bentak saat
bersidang. Karena saya
mengerti, saat seseorang
dipanggil menjadi saksi,
maka halitu tidaklah
mudah bagi dirinya.
Bayangkanjika saksiitu
hanyalah orangkecil yang
bermata pencaharian
biasa saja. Di samping
kehilangan satu harinya
untuk mencarinafkah dan
dapat dipastikandiajuga
mengalamistres karena
harus berurusandengan
pengadilan,”jelas pencinta
olahragaini.

Karenanya,ialantas
berpikir untuk
menciptakan sistem yang
dapat mempersingkat
waktu dalam penanganan
perkara, khusus di PN
Selong.lamenyebutnya
one stop service system.
Melalui sistemini
diharapkan agar waktu
menunggu dalam proses
persidangan akan semakin
cepat dan efisien.

“Onestop service

pada PN Selongini
sengajadigagas untuk
mempersingkat waktu
mengantrimasyarakat
dalam menijalaniproses
persidangan. Diruang
tunggujugadiberikan
fasilitas-fasilitas seperti
pendinginudara, tempat
untuk melakukan
pengisian baterai

ponsel dan pelayanan
daripengadilanyang
terkoneksidengan sistem
informasiyang canggih,”
jelas Suprapti.

Dengan pelayanan publik
yang baik diharapkan
kepercayaan masyarakat
pada pengadilanjugaakan
meningkat. Hal itu menjadi
tolok ukur keberhasilannya
diPN Selong.

“Selain membangun
mental mereka dalam
bekerjasama, sayajuga
kerap mengatakan bahwa
bekerja tidak cukup
dengan otak saja, tetapi
jugadengan hatidan
perasaan,” pungkasnya. il

www.komisiyudisial.go.id



Edukasi Publik Oleh PKY Riau di STIH

Persada Bunda, Pekanbaru

Wujudkan Peradilan Bersih,
Penghubung KY Wilayah Riau

Gandeng Mahasiswa

Untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap wewenang dan

tugas Komisi Yudisial (KY), Penghubung KY mendesain sosialisasi

melalui program “KY dan Peradilan Bersih Goes to Campus”. Diharapkan,
perguruantinggiakan memberikan kontribusi untuk membantu tugas KY.

dukasipublikini
dilaksanakan
untuk memberikan

informasitentang
wewenang dan tugasKY
kepada para mahasiswa
STIHPersadaBunda.
Selainitu, paramahasiswa
memiliki kesamaan

dalam memperjuangkan

peradilan bersih danagung.

www.komisiyudisial.go.id

Ratusanmahasiswa
memadati Aula Enggano
Sekolah TinggillmuHukum
(STIH) PersadaBunda,
Pekanbaru, Sabtu (06/05).
Pagiitu, Penghubung
Komisi Yudisial (PKY)
Wilayah Riau mengadakan
edukasi publik berjudul
“Peran Komisi Yudisial
dalam Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi
untuk Mewujudkan
PeradilanBersih”.

Paraagen perubahanini
tampak antusias untuk
menyerap ilmu tentang
wewenangdantugas
KY, gambaran peradilan
dilndonesiasaatinidan
peran merekadalam

GAUNG
DAERAH

FRLY NI FUDSIAL AL :
I Py ¥ PEMBERINTIS,

MISI YUDISIAL/EKA
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Festy Rahma

mewujudkan peradilan
yang bersihdan agung.

Hadir sebagai pembicara
pada kesempatan tersebut
Koordinator PKY Riau
Hotman Parulian Siahaan,
Ketua STIH Persada
Bundalrfan Ardiansyah
dan Dosen Hulaimi Abbas
yang bertindak sebagai

EDISI
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Audiensi Permahi Cabang Pekanbaru

dengan PKY Riau

moderator. “Sayaberharap
paramahasiswa dapat
memanfaatkankegiatan
iniuntuk menambah
wawasan tentang Komisi
Yudisial,” ungkap Ketua
STIHPersadaBundalrfan
Ardiansyah membuka
acara.

Edukasipublik inisangat
bergunakarenamahasiswa
bisamenambah
pengetahuan tentang
wewenang dan tugas
yangdidapat diluar

kelas. “Kamiharapkan
kegiatan semacamini
dapat dilakukan secara
rutin oleh KY maupun
PKY Riau agar mahasiswa
dapat mengetahuisecara
jelas tugas dan wewenang
KY khususnyakepada
mahasiswa baruyang
belum terlalumengenal
KY, katalrfan.

Mahasiswa Sebagai
AgenPerubahan

Hadir mewakiliKY,
Koordinator PKY Riau
Hotman Parulian Siahaan
menjelaskan tentang
tugas dan wewenang
Komisi Yudisial (KY).la
juga menjelaskan tentang

E Konmisi YupisiAL
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sejarah terbentuk PKY
Riauyang merupakan
perpanjangan tanganKY
didaerah. Penghubung
didaerah, lanjut Hotman,
untuk memberikan
kemudahankepada
masyarakat dalam
menyampaikan laporan
terkait dugaan pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH).

“Selainitu, penghubung
dibentukjuga untuk
meningkatkan efektivitas
pemantauandan
pengawasan persidangan
dan luar persidangan,”jelas
Hotman.

Lebih lanjut, untuk
mewujudkan peradilan
bersihdiperlukanperan
aktif mahasiswa sebagai
agen perubahan untuk
mewujudkan peradilan
bersih. Mahasiswajuga
diharapkan terlibat dalam
pemantauan persidangan
terkaitadanya dugaan
pelanggaran KEPPH.
“Mahasiswa dapat
berpartisipasi aktif
danturut sertadalam
melakukan pemantauan
dan pengawasan peradilan
sertabersama-sama

mewujudkan peradilan
yang bersih,” ungkap
Hotman.

> Sekadarinformasi, edukasi

publikinisebagai upaya KY

° untuk mendekatkan diri

kepada masyarakat melalui

| - penghubungdidaerah.

“Kegiatan inimerupakan
wadah untuk memberikan
aksesinformasidan
mendekatkan PKY Riau
ke masyarakat,” pungkas
Hotman.

KY Ajak Masyarakat
PantauPersidangan

Selainmenggelar edukasi
publik, Penghubung

KY Wilayah Riaujuga
menerima audiensidalam
rangka mengenal lebih
dekattentangKY dan
PenghubungKY Wilayah
Riau. Salah satunya
adalah kunjungandari
Perhimpunan Mahasiswa
Hukum Indonesia
(Permahi) Cabang
Pekanbaru, Kamis (06/04)
diKantor PenghubungKY
Wilayah Riau.

Selainmenjelaskantentang
wewenang dantugasKY,
dalam sesitersebutjuga
dijelaskan tentang tata
carapelaporandugaan
pelanggaran KEPPH

dan proses pemantauan
persidangan. “Jika setelah
putusan pengadilan,

para pihak maupun pihak
lain menemukan adanya
dugaan pelanggaran

KEPPH, maka dapat
melaporkan halitu
langsung ke KY. Tentunya
disertai bukti pendukung,”
ungkap Asisten
PenghubungKY Wilayah
Riau Darwin.

Terkait pemantauan, lanjut
Darwin, masyarakat dapat
mengajukan permohonan
pemantauan ke KY.Namun,
KY jugadapat melakukan
inisiatif pemantauan
dengan berdasarkan
beberapaindikator. “Salah
satunya adalah menarik
perhatian publik. Karena
itu, kamibutuh bantuan
rekan-rekan semua,”
tambah Darwin.

Saat diskusi, Ketua
PermahiCabang
PekanbaruMangara
Sijabat mengaku tertarik
untuk membantuKY.
“Kira-kiraapayangbisa
dilakukan Permahiuntuk
mewujudkan peradilan
bersihdengan bersinergi
denganKY? tanya
Mangara.

Menanggapihalitu,
Koordinator PKY Riau
Hotman Parulian Siahaan
meminta Permahi untuk
membantu memberikan
pemahaman kepada publik
terkait wewenangdan
tugasKY. “Kamiharapkan
jugarekan-rekanagar
dapat mempersiapkan
moral danintegritas
sebagaicalon aparat
penegak hukum,” pungkas
Hotman. M
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Dinamika
Ketatanegaraan
Rezim Reformasi
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eformasitelah melahirkan amedemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang
mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara
menyeluruh. Amendemen tersebut tidak terlepas dari
praktik politik yang tidak sehat selama kepemimpinan
Orde Baru yang banyak mencederairasa keadilan
dalam masyarakat.

Amademen UUD 1945 mengurangi dan menambah
wewenang, menghapus, dan melahirkan beberapa
lembaga negara. Paling jelas adalah Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI)
tidak lagi bertindak sebagailembaga tertingginegara
danPresiden dipilih oleh rakyat secara langsung
dengan masa kepemimpinan maksimal dua kali.

Lahirnyalembaga negara yang berkedudukan
setaradalam UUD 1945 ternyatajuga menyebabkan
permasalahan baru. Sejak berdirinya lembaga
negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
menyebabkan banyak ketegangan denganlembaga
negara yang telah eksis sebelumnya. Padahal tujuan
awal darikelahiran lembaga negara tersebut untuk
melaksanakan fungsi checks and balances yang
selamainihampir tidak ada dalam masa sebelum
amandemen.

Andryan menangkap fenomena tersebut dalam
tulisan-tulisan yang dirangkum dalam sebuah buku
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Lahirnyalembaganegara

yang berkedudukan setara
dalam UUD 1945 ternyata juga
menyebabkan permasalahan

baru. Sejak berdirinya

lembaga negara baru seperti

Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Mahkamah Konstitusi
(MK), dan Komisi Yudisial
(KY) menyebabkan banyak

ketegangan dengan lembaga

negarayang telah eksis

sebelumnya

denganjudul Dinamika
Ketatanegaraan Rezim
Reformasi Catatan
Dinamika Kehidupan
Berbangsadan Bernegara
dalam Rezim Reformasi.
Tulisan-tulisan tersebut
sebelumnya telah dimuat
dalam beberapa media
dan dikompilasi kembali
dalam bentuk buku.
Walaupun demikian bukan
berarti tulisan dalam buku
ini tidak aktual, sebab
rentang dimuatnya antara
tahun 2011-2016.

Kelebihan buku ini
memungkinkan kita
dibawa mengingat
kembalipada masa-masa

41 EDISI
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kisruh peristiwa politik
danhukum yang banyak
mengambil perhatian
media dan masyarakat.
Seperti melakukan

napak tilas sistem
ketatanegaraan semenjak
reformasibergulir dengan
segala permasalahannya.
Daritulisan dibukuini,
kitamengetahuiternyata
amandemen UUD 1945
menimbulkan banyak
pekerjaan rumah yang
belum selesaikarena
kepentingan politik sesaat
yang sangat kuat.

Andryan menempatkan
dirinya sebagaipengamat
politik, hukum, dan

ketatanegaraanIndonesia
yang memang semakin
penuh warnadengan
perkembangan yang pesat
tahun-tahun terakhir ini.

Permasalahan tersebut
dibagidalam beberapa
bagian dalam buku ini
disesuaikandengan tema
ditiap tulisan. Andryan
mencoba menganalisa
tiap permasalahan dari
sudut pandang hukum
tatanegara sesuaidengan
bidangnya.

Penulis menempatkan diri
mencerna permasalahan
denganringandan
menggunakan sudut
pandang pembaca,
sehingga pembaca dapat
mengikuti semua materi
yangdisajikan tanpa harus
mengernyitkan dahi.

Penulisan yangringanini
nampaknya tidak terlepas
dariteknis penulisan yang
memang untuk dimuat
dimediadengan sasaran
masyarakat umum.

Ringannya pembahasan
menjadikelebihan
sekaligus kelemahan buku
ini. Bagi mereka yangingin
mencari pembahasan
mendalam tentang sistem
ketatanegaraanIndonesia
pasca reformasi, buku
inimungkin tidak bisa
memuaskan. Tulisan
dalambukuiniseperti
makanan pembuka
dalamjamuan, sehingga
jikaingin menikmati

makanan inti pembaca
harus mencarireferensi
lain. Pembahasan dalam
bukuinijugaadakalanya
memilikiisitulisan yang
mirip, hal yang tidak bisa
dielakkan karenatema
yangdiangkat mirip.

Mungkin yang paling
mengganggu, buku

ini tidak menyertakan
daftar pustaka. Sehingga
pembaca tidak bisa
mengetahuibuku apa saja
yang menjadiinspirasi
penulis dalam membuat
tulisannya. Padahal
Andryan banyak mengutip
kalimat atau tulisan
daribuku lain dalam
tulisannya.

Tak adanya daftar pustaka
membuat pembaca yang
ingin mengkaji lebih dalam
tentang tulisan dibuku ini
menjadi sedikit terganggu,
karenaharus mencari
referensibuku tersebut
sendiri.

Bukuinidisarankan

bagi mereka yangbaru
belajar tentang praktik
ketatanegaraan Indonesia
pasca reformasibergulir,
atau masyarakat umum
yang lebih suka membaca
suatukajian dalam bentuk
resensiyang tidak begitu
berat.

Tulisan dalam buku
inimenjadi pengingat
penting bagikita, bahwa
reformasiketatanegaraan
Indonesia belum selesai.

www.komisiyudisial.go.id
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Kualitas Tetap
Menjadi Prioritas

e .

KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial (KY) dituntut menghasilkan kinerja yang

memenuhi harapan masyarakat dalam menyiapkan Sumber Daya
Manusia (SDM) hakim yang kompeten sesuai dengan tuntutan
publik. Dan sejalan dengan semangat reformasi hukum, tugas
menjaga marwah hakim ini tetap menjadi prioritaslembaga KY
dalam menjaga kualitas kinerjanya di2017. Apa dan bagaimana
mendorong kinerja KY, berikut ulasannya.
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itengah
keterbatasan
anggarandan

kewenangan, tujuan

KY untuk melahirkan
hakim-hakim yangjujur,
berintegritas, dan adil
bukan pekerjaan mudah.
Namun lembaga penjaga
marwah hakimitu tetap
optimis ditahun 2017 ini
dan 2018 mendatang,
isu tersebutjugatetap
menjadi prioritas di
tahun 2017.Sehingga KY
memastikan akan tetap
menjaga mutudalam
prosesrekrutmen dan
seleksihakim meski di
tengah keterbatasan
lembaganya akibat
anggaran negarayang
minim.

“Insya Allah seleksikali
ini bisa menggunakan
anggaranyangada,
namun nantikalau

ada seleksihakimad
hoc lagi sudah tidak

“Ituyang menjadi pikiran kami.

adaanggaran,” ujar
Komisioner KY Bidang
Rekrutmen Hakim
Maradaman Harahap
dalam wawancara tertulis
dengan Majalah Komisi
Yudisial.

KY punyakegelisahan
dalam soal rekrutmen
hakimagung 2017. Disatu
sisiKY punyaidealisme
harus bisamelahirkan
hakim yang berintegritas
tinggi tapidisisilain
berbenturandengan
minimnyaanggaran
sehinggaini sangat
mempengaruhi sistem
dan polarekrutmenyang
ideal.

“Untuk satu kali masih
bisa. Mungkin nantibisa
disederhanakan proses
seleksinya misalnya saat
klarifikasiorangnya tidak
perlu banyak-banyak
cukup satu atauduaorang
saja,” ujarnya.

Sebetulnya masih ada banyak

kekurangan hakim agung.

Banyak cara dilakukan

KY untuk mensiasatiagar
seleksi Calon Hakim Agung
tetap menjaga kualitas
danintegritas. Seperti
rekrutmen Calon Hakim
Agung tahunini, menurut
alumnus Fakultas Syari‘ah
IAIN Syarif Hidayatullah
Jakartatahun1975itu
pihak KY berusahasekuat
tenaga menghemat
anggaran.

Caranya? Selaindengan
pemangkasan biaya
operasional jugarelokasi
anggarandaribidangdan
unitkerjayanglaindilevel
Sekretariat Jenderal.

Maradaman juga masih
mengkhawatirkan adanya
kekurangan hakimagung
padatahun 2017 jika calon
hakim yang diajukan KY
ditolak DPR.

“ltu yang menjadi pikiran
kami. Sebetulnya masih

Menurut UU harusnya ada 60 tap1

yang diminta Mahkamah Agung (MA)

™ ‘.I T

delapan dan yang disetujui DPR

hanyatigajadi kurang lima”
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adabanyak kekurangan
hakim agung. Menurut

UU harusnya ada 60 tapi
yang diminta Mahkamah
Agung (MA) hanyaenam
orang, tahun lalu minta
delapandanyangdisetujui
DPR hanyatigajadikurang
lima,” ujar Pria kelahiran
Tapanuli Selatan 67 tahun
lalu.

Tapimenurut Wakil Ketua
MA, M. Syarifuddin, hal
itu sudah sesuaidengan
kebutuhandan volume
kerja MA, kita sesuai UU
tidak bisa mengusulkan
sendiritanpaadanya
permintaan dari MA.

“Kamiingin ke depan bisa
menyeleksitanpaadanya
permintaan dari MA untuk
menyeleksikekosongan
diMA.KitatahudiMA
berat kerjanya. Solusinya
nantikita akan melakukan
pembicaraanintens
dengan MA agar kita bisa

Maradaman Harahap
Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim

www.komisiyudisial.go.id
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mengusulkan seleksi. Jika
tidak bisa 60, minimal bisa
mendekati 55 atau berapa,”

paparnya.

Terkait jadwal
pembahasan dengan MA,
Maradaman mengatakan
saatiniKY akanlebih
fokus dengantahap
pertama dulu. Karena

KY juga memahamijika
saatinianggaran tidak
ada. Jadisetelahpara
calon hakim diserahkan
hasilnya ke DPR,KY

baru akan melakukan
pembicaraan dengan MA
terkait bagaimana tahun
depanKY bisalebih banyak
menyeleksi hakim agung.
KY beranimenambah
seleksihakimkarena
anggaran akan diupayakan
cukup.

Terkait solusiagar tidak
adapemotongananggaran
yang bisa mengganggu
kinerja KY, Maradaman
mengakuibahwaKY
sebenarnyatelah minta
kepada DPR melalui
mekanisme yang ada.
AgaranggaranKY jangan
dipotong karena pada
kenyataannyamasih
kurangtapiternyata lain
dengan pemerintah.

Dilema antara menjalankan
kewenangandengan baik
dengan programyang
dianggap prioritasoleh
pemerintah. Disisilain
untuk melahirkan hakim
agungyang berintegritas
KY membutuhkan biaya

® www.komisiyudisial.go.id

yang tidak sedikit, juga
upaya untuk meningkatkan
kapasitas hakim tidaklah
mudah.

Halinimenjadicatatan bagi
KY, karenaadapandangan
semakin baik hakim akan
semakin bagus putusan
yangdikeluarkannya,
dengandemikiansalah
satu tuntutanreformasi
dibidang hukum dapat
tercapai.

“Kitahanyabisa
menerima apa adanyadan
menggunakananggaran
itu semaksimal mungkin
seefisien mungkin
sehingga dapat berguna
danberhasilguna,”kata
mantan Ketua Pengadilan
Agama Palembangini.

Kewenangan
Mengawasidan
Pembinaan Hakim

Pemerintahidealnya
memang harus
memperhatikan kebutuhan
anggarandiKomisi
Yudisialagar jangan
sampai terjadikekurangan
anggaran. Pasalnya,
semakin harikehadiran
lembaga inidalam menjaga
perilaku dan etika hakim
terbukti bisa menjadi
penyeimbang.

Penilaianitu datang dari
tim ahlihukum yang
menggelar pertemuan
diJember, Jawa Timur
pada Selasa 9 Mei 2017.
Merekayang hadir pada

pertemuan tersebut adalah
Direktur Pusat Kajian Anti
Korupsi (Pukat) UGM Oce
Madril, Direktur Pusat
StudiKonstitusi (Pusako)
Universitas Andalas Feri
Amsari, penggiat Indonesia
Corruption Watch (ICW)
Donal Fariz, dan pakar
hukum Universitas
Brawijaya Ali Sa'faat.

Kemudianada Dr Jimmy Z
UsfunandariUniversitas
Udayana, Dr Widodo Dwi
PutrodariUniversitas
Mataram, Dr Siti Marwiyah
yangjuga Ketua Asosiasi
Pengajar HTN/HAN

Jawa Timur, Utaridari
Universitas Airlangga,
dan Dr Abdul Wahid dari
Universitas Islam Malang.

Paraahlihukum pada
pertemuanitu sudah
sepakat bahwa keberadaan
KY perlu diperkuat dengan
merumuskan kembali
sistem pengawasan

yang lebih efektif dan
mengikat. Terutama untuk
pengawasan perilaku
hakim.

Haliniagar tidak terjadi
tumpang-tindih dalam
pengawasan internaloleh
MA. Penataan ulang pola
pengawasan berguna
menghindarigesekanyang
selamaini sering terjadi,
terutama menyangkut
perbedaan tafsir wilayah
teknis yudisial dan etika.

“Sejauhini,makna
independensikekuasaan

KATAYUSTISIA

Bayu Dwi Anggono
Direktur Puskapsi
Universitas Jember

kehakiman cenderung
lebih ditekankan pada
aspekindependensi
kekuasaan kehakiman
daripengaruh kekuasaan
eksternaldancenderung
mengabaikan aspek
independensi kehakiman
daripengaruhinternal
kekuasaan kehakiman,”
ujar Direktur Puskapsi
Universitas Jember Dr
Bayu DwiAnggono.

Usulanrekomendasiini
muncul karena tim pakar
menemukan pembinaan
hakim yang dilakukan
MA kurang profesional.
Untuk meminimalkan
‘disorientasi’. Perlu
penataanulang
kewenangan pembinaan
hakim. Yaitu bukan lagi
sebagai‘monopoli' MA,
melainkan menerapkan
mekanisme checks

and balances dalam
pelaksanaan proses
promosidan mutasihakim
dengan melibatkanKY.

“Penerapan checks
andbalancesitu
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kemudian diwujudkan
dengan memberikan
kewenangankepadaKY
dalam pembinaan hakim.
KY sebagailembaga
pengawas etik dan perilaku
hakim akan lebih tepat
jikaKY dalam pembinaan,
khususnya terkait promosi
dan mutasi, juga memberi
pertimbangan mengenai
integritas hakimyang
bersangkutan,” ujar dosen
Universitas Jember ini.

KY sendirisebenarnya
memilikiamanat tugas
yangbesar dalam
Undang-Undang Dasar
1945.Namun selama 12
tahunberdiri,peranKY
masih terbatas. Padahal
peran etika saat inimenjadi
sangat penting di samping
peran hukumkarena
krisismoral danidentitas
masyarakat.

“KY memiliki peran

bagi masyarakat dan
sistem peradilan, di

mana harus lebih terasa
mengoptimalkan
fungsietik,” ujar Ketua
Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitiandan
PengembanganKY
Sumartoyo dalam Kuliah
UmumdiUniversitas
Muhammadiyah Mataram
(UMM) dengan materi
“Peran Komisi Yudisial
Dalam Penegakan Hukum
dilndonesia”di Aula
Fakultas Hukum UMM.

Sehinggarekomendasi
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peningkatan mutu

kode etik hakim kepada
Mahkamah Agung
mestinya menjadiacuan
dalam rangka memperbaiki
citralembaga peradilan.
Oleh sebabitu, tugasKY
terbilang berat dalam
melakukan pengawasan
hakim diseluruh Indonesia.

Menurut Sumartoyo,
dalamrangka
mengoptimalkan fungsi
tersebut, KY melakukan
peningkatan kapasitas
hakim, untuk mengajak
para hakim agar kemballi
ke marwahnyadengan
caramengangkat jatidiri
parahakim.Sambutannya
sangat baik, bahkan kami
diminta untuk membuat
pelatihan lainnya. Lebih
lanjut, Sumartoyo
mengatakan, kegiatan
peningkatan kapasitas
hakim sangat penting,
karenagodaanyang
dihadapioleh hakim sangat
besar. Tidak hanyadari
masyarakat,namunjuga
aparat penegak hukum
lainnya.

“KamidiKY sangat sedih
jika melakukan sidang
Majelis Kehormatan
Hakim, namunbagaimana
lagikarenalaporan
masyarakat terus datang
keKY terkait pelanggaran
kodeetik,” ujar alumni
Fakultas Hukum
Universitas Indonesiaini.

Untuk mengedukasi
masyarakat agar

jangan menjadi sumber
pelanggarankode etik,
KY mengadakan judicial
education sebagai media
efektif menciptakan
pembelajaranbersama
dengan masyarakat agar
menjadilebih cerdas
dengan etika.

Penguatan kewenangan
KY jugadisuarakan

DPR. Anggota Komisi
[IIDPR Sarifuddin
Sudding mengatakan,
meskipun UUKY sudah
disempurnakan melalui
UUNo. 18 Tahun 2011, tapi
faktanya masih terdapat
kekurangan. Misalnya,
ketika KY memanggil
hakim tertentu diduga
melakukan pelanggaran
etik, masihadayang
mangkir. Mestinya, hakim
memenuhipanggilan

KY untuk memberikan
penjelasan seputar dugaan
pelanggaran etik.

“Memangdalam
pembahasan UU inidahulu
tidak terpikirkan soal
sanksi. Sehingga ketika
hakim dipanggil harusnya
taat. Tetapiada hakim
yang mbalelo. Sayakira
inikelemahan dalam UU
18 Tahun 2011. Menurut
saya perlu ada penguatan
terhadap lembagaini,”
ujarnyadalam sebuah
diskusidi Gedung DPR.

RevisiUUNo. 18 Tahun
2011 tentang Komisi
Yudisial masuk dalam
Prolegnas 2015-2019

dengannomor urut 62.
RevisiUUKY diharapkan
memberikan ruang

lebih terhadap lembaga
eksternal pengawas hakim
ituagar lebih leluasa
dalam menjaga harkat
dan martabat hakim,

dan lembaga peradilan
umumnya.

Diamenilai terhadap
lembaga yang memiliki
kewenangan besar,
perlu dilakukan
pengawasan agar tidak
terjadi penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of
power). Semestinya,
jikaingin memperkuat
lembaga peradilan

dan menjaga marwah
hakim, keberadaan KY
diperkuat. Apalagi, kata
Sudding, keberadaan
KY dijamin dalam
konstitusi. Menurutnya,
KY memberikan peran
penting dalam seleksi
calonhakimagung
misalnya, Komisilll
menjadipihak yang
menyaring tahap dua.

Selain Komisilll,
masyarakat terbantu
dengankeberadaanKY.
Menurutnya, terhadap
putusan hakim yangdinilai
tidak memenuhirasa
keadilan masyarakat, maka
dapat ditelusurilembaga
pengawas eksternal
hakimitu. Tentu sajaKY
menelusuridarisisi etik.
Namun terkait dengan
putusan, KY diminta tidak
mengomentari.

www.komisiyudisial.go.id



Pasalnya,KY hanya
menyentuh ranah dugaan
pelanggaran kode etik.
KinerjaKY dimata
Sudding terbilang baik.
Faktanya, banyaknya
laporanmasyarakat yang
ditindaklanjutiKY hingga
berujung pemecatan hakim
yang diduga melanggar
etik.

Politisi PartaiHanura

itu berpandangan tetap
akan memanfaatkanKY
sebagaimanatertuang
dalamPasal13 UU No.

18 Tahun 2011. Sebagai
amanat konstitusi,
keberadaan KY tak
bisaditawar-tawar.
laberpendapat pola
rekrutmen hakim

tanpa melibatkanKY
dimungkinkan banyaknya
terjadinyakolusidan
nepotisme. Terlebih,
putusan hakimyang
berkekuatan hukum tetap
tak dapat dieksekusi.

PeranKY dalamRUU JH

Meskipun menjadi
benteng terakhir bagi
masyarakat, KY dalam
menjalankan tugasnya
masihmengalamikendala.
Luasnyawilayah Indonesia
danbanyaknya hakim
yang tersebar dipenjuru
nusantara membuat KY
mestimengatur strategi.
lamengakuilembaganya
belum mampu maksimal
melakukan pemantauan
hakim secara menyeluruh.

“Kita belum mampu
memantau hakim
seluruhnya, karena wilayah
Indonesiayangluas,”
pungkasnya.

Saatmenerima audiensi
dariSekolah Tinggi

[lmu Hukum Jentera
Jakarta, diRuang Pers
KY, Jakarta belum lama
ini Wakil Ketua Komisi
Yudisial (KY) Sukma
Violetta mengungkapkan,
dalam proses rekrutmen
hakimdiRancangan
Undang-Undang Jabatan

“Kitalihat di negaralain yang

sistem hukumnya sama, sistem

dua atap bukan sesuatu yang

haram. MA hanya menangani

perkara, sisanya dikerjakan oleh

lembagalain” ]

www.komisiyudisial.go.id

Hakim (RUUJH),KY
kembali dimasukkan
dalam proses seleksinya
walaupundalam UUKY
sebelumnya hal tersebut
sudahdicabut dalam
judicial review oleh
Mahkamah Konstitusi.

Lulusan Fakultas Hukum
Universitas Indonesiaini
juga menegaskan bahwa
adaanggapan yangkeliru
bilaKY ingin mengambil
perandan fungsi Sekretaris
diMA (Sesma), terutama
dalam RUUJH.

“Padahal sebenarnya

KY hanya fokus pada
manajemen SDM, yang
terkait hakim. Sisanya
terkait administrasi,
keuangan, dan SDMdiluar
hakim tetap dijalankan oleh
Sesma. Jaditidak benar
terkait RUU JH dan shared
responsibility bahwa KY
ingin mengambil fungsi
Sesma.Didalam UUD 1945,
KY hanyamenanganihal
terkait hakim,” ujarnya

KATAYUSTISIA

Sukmamengatakan, ia
belum pernah menemukan
negara lainmenerapkan
sistem satu atap (one roof
system) sebagaimana
diterapkan dilndonesia
oleh Mahkamah Agung
(MA).

“Kitalihat dinegara lain
yang sistem hukumnya
sama, sistemdua atap
bukan sesuatuyangharam.
MA hanya menangani
perkara, sisanyadikerjakan
olehlembagalain,”jelas
Sukma.

“Kenapa KY masuk
dalamrekrutmen

hakim walaupun sudah
dibatalkan oleh MK? Itu
karenamaunya DPR.DPR
merasabahwa proses
rekrutmen oleh MA saja
tidak cukup, sehingga

KY harusdilibatkan agar
hakim yang terpilih adalah
hakim yang memiliki
integritas yang tidak
diragukan lagi,” tutup
Sukma. [

Sukma Violetta
Wakil Ketua KY
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Etika dalam

Aidul Fitriciada Azhari
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dan

1

asabersalah”
muncul ketika
melanggar

standar moral meskipun
tidak seorangpun
mengetahuikesalahan
yangdilakukannya.
Perasaanbersalah
ditanamkan lewat konsep
“dosa” (sin) yang terdapat
dalambeberapaagama
besar, terutamaagama

www.komisiyudisial.go.id



lbrahimiyah (Abrahamic),
yakni Yahudji, Kristen,
danlslam.Dosa adalah
pelanggaran terhadap
ketentuan Tuhan atau
aturan moralyang
ditetapkan Tuhan.Dosa
dapat dihapuskan apabila
adapengakuandan taubat.
Dosainitidak terpisahkan
darikonsep eskatologis
mengenaibalasan surga
danneraka atas perbuatan
dosa (Paul Hierbert,
Anthropological Insights
for Missionaries, 1985:
213).

Budayarasa-bersalah
terbentuk kuat pada
masyarakat penganut
agama lbrahimiyah,
sepertimasyarakat Barat
yang menganut agama
Kristen. Pada masyarakat
Barat, rasa-bersalahini
terutama melahirkan

etika deontologis. Etika
deontologis adalah etika
non-konsekuensialis
dalampengertian

etika didasarkan pada
keputusan atau tindakan
itu sendiri. Artinya, baik
atauburuk suatu tindakan
atau keputusandisebabkan
karena tindakan atau
keputusanitu secara
kategoris menurut akal
sehat merupakan tindakan
yang baik atau buruk, tanpa
harus mempertimbangkan
akibat yang dihasilkannya.

Sementaraitu “rasa
malu” muncul sebagai
reaksiterhadap kritik
orang lain atau bentuk

www.komisiyudisial.go.id

kekecewaan pribadi

yang sangat mendalam
atas kegagalandalam
memenuhikewajiban

dan harapan oranglain
terhadapkita. Dalam
budayayangberorientasi
padarasamalu, setiap
orang memiliki tempat
dantugas masing-masing
dalam masyarakat.
Seseorang akan bertindak
danmempertahankan
hargadiri,bukandengan
memilih perbuatan

baik dan menghindari
perbuatan jahat, tetapi
lebih karena memilih apa
yangdiharapkandari
seseorang (Paul Hiebert,
Anthropological Insights
for Missionaries,1985:212).

Budayarasa-malu

sangat kuat ditemukan
padamasyarakat Asia
Timur yang tidak banyak
terpengaruholehajaran
agamalbrahimiyah. Di Asia
terdapat ajaran-ajaran
agama yang tidak memiliki
konsep dosa, sepertiajaran
Hinduisme, Budhisme,
danKongHu Cu.Dalam
ajaran Hinduisme dikenal
adanya baik danburuk
terkaitdengankarma

atau hukum semesta
tentang kausalitas yang
meyakini bahwa kehidupan
berikutnya ditentukan
oleh perbuatan baik dan
buruk yangdilakukan
pada kehidupan sekarang.
Karmatidak samadengan
dosakarenadalamkonsep
karma, perbuatan buruk
ataujahat disebabkan

oleh ketidaktahuan
sehingga harus diberikan
pencerahan. Samahalnya
dalam ajaran Budhisme,
kebaikan atau keburukan
adalah konsekuensidari
rendahnya tanggungjawab
atas perbuatannya. Oleh
karenaitu, yang diperlukan
adalah petunjuk agar
seseorang menyadari
akantanggungjawab
dan konsekuensiatas
tindakannya. Demikian
puladalamajaranKong
Hu Cuyangsangat
menekankan pada
tanggungjawab untuk
menjaga hubungan
secara kolektif dengan
masyarakat. Dalam
situasi sepertiitu,rasa
malu menjadisangat
kuat sebagai cara untuk
menjaga hubungan
harmonis dengan
masyarakat.

Orientasibudaya
rasa-malu terutama
melahirkan etika teleologis
memandang baik dan
buruk ditentukan oleh
akibat yangdihasilkannya.
Sekalipun demikian,

etika teleologisini

bukan hanya muncul
dimasyarakat Timur,
tetapijugaberkembang
padamasyarakat

Barat sebagaimana
tampak dalam ajaran
utilitarianisme yang
memandang bahwa “the
greatest happiness for

the greatest number”
atau kebahagiaan
sebesar-besarnyabagi

sebanyak-banyaknya
orang. Artinya, sebuah
perbuatan hanyadapat
dinilai baik apabila
memberikan manfaat pada
sebanyak-banyaknya
orang.Pandangan
sepertiiniterdapat
puladalamajaranlislam
yang menekankan
padamashlahat atau
kemanfaatan.

PerkembanganEtika

Padaabad pertengahan,
budayarasa-bersalah
padamasyarakat Kristen
Eropa telah menimbulkan
kemunduran disebabkan
oleh munculnya
manipulasioleh Gereja
sebagai pemegang
otoritas tertinggidalam
mengontrol etika. Norma
baik dan buruk sepenuhnya
ditentukanoleh Gereja
yang menganggap dirinya
sebagairepresentasi
darikekuasaan Tuhan.
Akibatnya, timbul
persekusiterhadap
orang-orangyang
dianggap menentang atau
tidak sejalan dengan ajaran
Gereja.

Setelah terjadisekularisasi
diEropa, budaya
rasa-bersalah mengalami
proses sekularisasi
sehingga melahirkan
sistem etika sekuler.
Norma etis baik dan buruk
tidak lagi didasarkan pada
ancaman eskatologis
yangdiajarkan Gereja,
tetapididasarkan pada
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pertimbangan nalar
ataurasio, sehingga
melahirkan norma etika
yang cenderung berwatak
universaldanindividual.
Salah satuungkapandari
pandanganiniterdapat
pada DeklarasiHAM
Universal (DUHAM) yang
melihat perbuatan baik/
benar dan buruk/salah
berdasarkan kategori
perbuatan itu sendiriyang
secararasional merupakan
perbuatan baik/benar atau
buruk/salah. Ketentuan
dalam DUHAM tidak
melihat konsekuensi
perbuatan bagilingkungan
masyarakat setempat.

Sementaraitu pada
masyarakat muslim,
orientasirasa-bersalah
telah mendoronglahirnya
kemajuan peradabanIslam
padaabad pertengahan.
Tetapi, seiring dengan
kemunduran peradaban
Islam, budaya
rasa-bersalah tidak sedikit
menimbulkan masalah
karena adanya pandangan
tentang kesalahan sebagai
dosayanghanyadapat
dipertanggungjawabkan
kepada Tuhan, tetapi tidak
mempunyai konsekuensi
bagilingkungan sekeliling.
Dalamkasus ekstrim,
tindakan terorisme dapat
terjadikarena pelaku
merasa hanya harus
mempertanggungjawabkan
tindakannyayang
dipandang baik/benar
kepada Tuhan, tetapi tidak
mempertimbangkan
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kepentingan masyarakat
secaraluas. Didalam
tindakan terorisme
terdapat pandangan
universal-absolut tentang
perbuatan baik, tanpa
mempertimbangkan
hasilnya. Kebaikan hanya
dirasakan secaraindividual
yangdidasarioleh
keyakinanjikatindakan
tersebut dilakukan dirinya
akan memperoleh ganjaran
Tuhandihariakhir.

Namun demikian, etika
yang munculdalam
budaya rasa-bersalah
secaraumum melahirkan
masyarakat yang terbuka,
egaliter dan demokratis.
Selainitu, rasa-bersalah
menimbulkan kesadaran
etika mengenaiperbuatan
baik danburuk yang
bersifat rasional sehingga
melahirkan sistem hukum
berwatak rasional yang
menjadidasar bagi
lahirnya sistem hukum
modern.

Sementaraitu pada
masyarakat dengan
budayarasa-malu,
terbentuk sistem etika
teleologis yang cenderung
berwatak partikular dan
komunal. Penekanan
pada kewajiban lebih
diutamakan daripada
tuntutan atas hak.
Tindakan baik atau buruk
dipertanggungjawabkan
pada lingkungan sosial
dengan tujuan untuk
menjaga harmonisosial.
Padamasyarakat Asia

Timur orientasibudayaini
melahirkan sistem etika
yang sangat menjunjung
kehormatan dantugas,
yang apabila tidak
dilakukan akan melahirkan
pengucilan sebagai
sanksisosial terhadap
individu yang melakukan
kesalahan.Berbeda
denganrasa-bersalah
yang dapat ditebus dengan
taubat dan pengampunan
secara personal kepada
Tuhan, makarasa-malu
hanya dapat ditebus
dengan permohonan
maaf kepada publik yang
dalam kasus ekstrim dapat
mendorong tindakan
bunuh diri sebagai bentuk
tebusanatasrasa-malu
akibat kegagalan dalam
menunaikan tugas atau
kewajiban.

Dalam perkembangan
kontemporer,
budayarasa-maluini
diformulasikanulang
dalam bentuk nilai-nilai
Asia (Asian values) yang
berhasilmendorong
kemajuandinegara-negara
Asia, termasuk Jepang,
China, Korea Selatan, dan
Singapura. Masyarakat di
negara-negara tersebut
mengalamiperubahan
besar menjadimasyarakat
yang teratur dan berdisiplin
tinggidisertaidengan

etos kerja tinggi sehingga
melahirkan sistem hukum
yangtegas.

Terlepas dariperbedaan
karakteristik kedua

orientasibudayaitu,
padadasarnyakedua
orientasibudaya tersebut
merupakan mekanisme
yangdiperlukan untuk
melakukan kontrol
sosial. Oleh karena

itu, sistem etika yang
dibentuk dalam suatu
negara harus disesuaikan
dengan orientasibudaya
yang hidup ditengah
masyarakat.

Padanegara-negara
Barat, orientasibudaya
rasa-bersalahtelah
berhasil direkayasa
untuk membentuk sistem
etikarasional yang
kemudian melahirkan
masyarakat modern
yang maju. Sementara
padanegara-negara Asia
Timur, orientasi budaya
rasa-malu direformulasi
menjadi sistem etika yang
berhasil membentuk
masyarakat yangtertib
sertamemiliki etos kerja
tinggi sehingga mampu
mengejar ketertinggalan
darinegara-negara
Barat. Sudah sepatutnya,
negaralndonesiapun
dapat memanfaatkan
orientasi budaya yang
berkembang ditengah
masyarakat Indonesia agar
dapat menyusun sistem
etikanasional yang dapat
mendorong terbentuknya
masyarakat yangteratur,
berdisiplin, dan memiliki
etos kerjatinggi.

Wallahu ‘alam bi shawab.
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TINDAK PIDANA
MAKAR

A.J. Day
Tenaga Ahli KY

Menurut majalah TEMPO, hal tersebut adalah makar. Kapolri telah menggerakkan

dikatakan Kapolribahwa berdasarkan personilnya untuk mencegahnya dan akan mengambil
informasi yang diterima Polri, ada sejumlah tindakan tegas dan terukur sebagai langkah
kelompok yang berupaya menduduki gedung DPR pengamanan. Halini terwujud dengan diadakannya
dalam aksi tersebut. penangkapan atas sejumlah aktivis.
Hal tersebut oleh Kapolridinilai sebagai perbuatan Kesiapan menghadapi demonstrasitanggal 2
melanggar hukum dan kalau itu bermaksud Desember 2016 tersebut juga dinyatakan oleh
menggulingkan Pemerintah, perbuatan tersebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo karena
® www.komisiyudisial.go.id APRIL Komist YunisiaL
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tindakan makar itu
bukan urusan Polisi

saja tetapiurusan TNI
(Majalah Forum Edisi 28
November — 4 Desember
2016). Pertanyaan bagi
masyarakat luasialah
apakah yangdimaksud
dengan perbuatan makar
itu?

ArtiMakar dan
Tindak Pidana Makar
(Aanslag Delicten)

Makar diterjemahkan dari
bahasaBelanda aanslag
dantindak pidanayang
menyangkut aanslag
disebut aanslag delicten.
Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana atau
Wetbook Van Straf
RechtIndonesia sebagai
kodifikasi hukum pidana
denganberdasarkan asas
konkordansi mengikuti
KUHP Belanda yang
terbagi atas tiga buku
yaitu:

»  Bukultentang
ketentuan-ketentuan
umum (Algemene
Bepalingen) yang
terdiriatas IX Bab
dan Pasal 103 sebagai
ketentuan penutup
yang menyatakan
ketentuan-ketentuan
Bablls.d. VIIl. Buku
inijuga berlaku
bagitindak pidana
yang diatur didalam
perundang-undangan
lainnya kecualioleh
undang-undangitu
ditentukan lain.
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»  Bukulltentang
kejahatan (misdrijven)
terdiriatas XXXIBab
dengan 488 pasal.

»  Bukullltentang
pelanggaran (Over
Tredingen)

Dalam BukuIBabIX
sebagaimana lazimnya
dalam UU bermuatan
tafsiran autentik tentang
beberapa pengertian yang
terdapat didalam KUHP.
Kata aanslag yanglazim
diterjemahkan dengan
nalar, itu terdapat dalam
Pasal 87 KUHP dengan
makna yang berbunyi
persis sama dengan Pasal
79 Wetboek Van Strafrecht
Belanda.

Aanslag tot een Feit
bestaat aat Zodra
hethoornemen des daders
zichdoor len begin van de
uitvoeringin the zin van
art 53 heeft ge openbaard
yang dapat diterjemahkan
dengan mahar untuk
melakukan suatu
perbuatan ada, apabila niat
pembuatan sudah nyata
denganadanya perbuatan
pelaksanaandalamarti
yang terterapadaPasal 53
KUHP.

Dengan demikian makar
ini harus dikaitkan dengan
Pasal 53 KUHP yaitu
tentang percobaanyang

menyangkut:

a. Niatpelaku
(Voornemen des
daers)

b. Permulaan
pelaksanaan (Begin
van de uitvoering)

c. Tidakselesaibukan
karena kehendak
pelaku.

a. Apakahyang
dimaksud dengan niat
pelaku?

Banyak ahlihukum pidana
mengatakan niat pelaku
sama dengan sengaja
yang terbagiatas tiga
gradasi:

1. Sengaja sebagainiat
(alsoongmerk)

2. Sengajasebagai
kepastian (Zekerheids
bewustraj)

3. Sengajasebagai
insjak kemungkinan
(bijmogelijks bewustj)

Jadidalam delik makar
unsur utamanya
adalah sengaja.

b. Apakahyang
dimaksud dengan
permulaan
pelaksanaan (Begin
van de uitvoering)

Menurut memoriVan
Toelichting harus
dibedakanantara
perbuatan persiapan
(Voorberliding
handeling)

dengan perbuatan
pelaksanaan. Suatu
perbuatan baru
dapat dipidana
apabila pelaku telah
melakukan perbuatan
pelaksanaan.

Jadimakaritubaru
ada apabila niat
pelaku sudah nyata
melakukan permulaan
perbuatan

c. Iniberartipercobaan
tidak ada apabila
tidak ada pelaku
karenakehendaknya
sendirimerumuskan
pemberatannya.

Tindak Pidana Makar

Ada sejumlah pasal yang
dapat dikualifikasikan
sebagai tindak pidana
makar, pasal-pasal tindak
pidana makar dalam KUHP
adalah:

Pasal 104:

Makar untuk
menjatuhkan Presiden
dan Wakil Presiden
atau

Untuk membuat
Presiden dan Wakil
Presiden tidak mampu
untuk melanjutkan
pemerintahan.

Ancaman pidananya
adalah hukuman mati
atau penjara seumur
hidup atau penjara 20
tahun.

Pasal 106:

Makar dengan maksud
supaya wilayah
negara seluruhnya
atau sebagianjatuh
ketangan musuh

atau dengan maksud
memindahkan wilayah
negaradarinegara
yanglain. Ancaman
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pidananya penjara
seumur hidup atau
palinglama 20 tahun
penjara.

Pasal107:

Makar dengan maksud
menggulingkan
pemerintahan,
diancam dengan
pidana penjara paling
lama 15 tahun penjara.

Pemimpindan
pengatur makar
diancamdengan
pidana penjara seumur
hidup atau paling lama
20 tahun penjara.

Pasal139a:

Makar dengan maksud
melepaskan wilayah
atau bagian wilayah
darinegarasahabat,
darikekuasaanyang
berkuasadisitu.
Diancamdengan
pidanapenjara15
tahun penjara.

Selanjut nyadalam Bab Il
Pasal139b:

Makar dengan
maksud untuk
menghapus atau
menghambat secara
tidak sah bentuk
pemerintah dari
negara sahabat, atau
bagian daerahnya.

Ancaman pidananya
penjara paling lama
empat tahun.

Pasal 140:

Makar terhadap nyawa
atau kemerdekaan
seorang raja atau
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kepalanegarayang
sedang berkuasa dari
suatu negara sahabat.
Ancaman pidananya
penjara 15 tahun.

Jika perbuatan makar
itu berakibat kematian
ataudilakukan dengan
direncanaterlebih
dahulu. Ancaman
pidananya penjara
seumur hidup atau
palinglama 20 tahun.

Apabilamakar yang
ditujukan kejiwa
tersebut dengan
direncanakan terlebih
dahulu berakibat
kematian. Ancaman
pidananya adalah
pidana matiatau
penjara seumur hidup
ataupalinglama 20
tahun.

Jika makar terhadap
nyawa dilakukan
dengandirencanakan
terlebih dahulu
(Voorbedachterade)
danberakibat mati.
Ancaman pidananya
adalah penjara seumur
hidup atau penjara 20
tahun.

Dariancaman tindak
pidana makar tersebut
jelas sesuaidengan
ketentuan Pasal 21KUHP,
para pelaku dapat ditahan
karena memenuhisyarat
objektif yaituancaman
pidanadiataslimatahun
penjara.

Namun untuk melakukan
penahanandiperlukan

syarat lain yaitu syarat
subjektif daripejabat
yang berwenang, yaitu
pelakumelarikandiriatau
menghilangkan alat bukti.

Diatas telah diuraikan
bahwa rumusan tentang
makar itu mengalami
perubahan pada 20. Hal
ini berkaitan dengan
perkembangan aksi-aksi
yang mengganggu
keamanan negara
sehingga sebelum adanya
rumusan makar bias
dikenakan walaupun
perbuatan tersebut
belum merupakan suatu
percobaan.

Menyangkut percobaan
iniada duateoriyang
berkembang yaitu:

a. TeoriSubjektif.

Yang membaca Pasal
53 KUHP sebagai

permulaan melakukan,

niat sudah nyata untuk
melakukan delik maka
pelaku sudah dapat
dipidanakan.

b. TeoriObjektif.

Mensyaratkan sudah
dimulai perbuatan
untuk dapat delik itu
selesainamun tidak
terselesaikankarena
adanyahambatan
jadikarenadiluar
kehendaknya pelaku.

Jadimenurut teori objektif
apabila baruniatnyayang
terlihat, makabelum

dapatdipidana. baru
dapat dipidana apabila
perbuatannya secara
objektif berbahaya, jadi
untuk menghilangkan
adanya ketidakpastian
yang dapat terjadi maka
rumusan perubahan Pasal
79 tersebut tentang makar
telah dirubah sejak tahun
1920.

Demikianlah pembicaraan
tentang pembahasan
perubahan diParlemen
Belanda pada waktu

itu, sehingga terjadilah
perubahan rumusan Pasal
79 (Indonesia Pasal 86)
KUHP. Menurut Lange
Neyer denganadanya
perubahan Rumusan
Pasal 76, terdapatlah
kepastian hukum.dengan
demikian ada suatu
kepastian.

1. Makar melakukan
delik selesaiapa
bila niat telah nyata
dandilakukannya
permulaan
pelaksanaan (Begin
van leitvoering)

2. Permulaan
pelaksanaandiartikan
sebagaimanadiatur
dalam Pasal 45 (lihat
Het wetboek van
strafrechtno Yon
Lange Meyer lhal 464.
465)

Demikianlah sekadar
penjelasan artidari makar/
delik sepertiyangdiatur
dalam KUHP.[W
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Sistem Satu Atap

dan Shared
Responsibility

Ikhsan Azhar

eniscayaanitu
muncul karena
sistem kekuasaan

kehakiman belum merdeka
padamasaordebaru.
Mahkamah Agung (MA)
sebagaipelaksanatertinggi
't VRS I] kekuasaan kehakiman

s hanya mengurusi

I II l m perkara, sementara

- urusan administrasi,

I m [ m keuangan, dan organisasi
S menjadi domain eksekutif

_—‘_ E (pemerintah). Halinilah

{ % yang membuat kekuasaan
-y i

"ADE kehakiman bisadengan

&

mudah diintervensioleh

pemerintah saatitu.

h 1
. . . Saatiniseharusnyahal
Berbagai macam isu mewarnai proses pembahasan itutidak lag ditemukan.
Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH). Sejak tahun 1999 hingga
Lomb dil . 2 iadi : Dislk sekarang, kekuasaan
mbaga peradilan juga terus menjadi sorotan. Diskursus cehakirman sudah
yang mencuat ke permukaan adalah apakah peradilan merdeka dan sepenuhnya
yang sudah merdeka selama kurang lebih 18 tahun ini dilakukanoleh MA.
o . ) o ) Fungsiadministrasi,

menjadi lebih baik atau belum? Hal ini karena di awal era keuangan, dan organisasi

reformasi, kemerdekaaan kekuasaan kehakimanmemang ~ ¥@"9 t?di”zabbefédz d;
. . pemerintan, berpinda
merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. menjadi “milik” MA. Hal
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inilah yang dikenal dengan
istilah sistem satu atap.

Perbaikan Kekuasaan
Kehakiman VersiMA

Mencermatikisah
perjalanan praktik sistem
satu atap, tidak bisa
dipungkiribahwa ada
perbaikan-perbaikan
disana.Halituselalu
disampaikanoleh MA
setiap tahundalam
penyampaian laporan
tahunan kinerja MA.

Untuk tahun 2017,
penyampaian laporan
tahunan tersebut dilakukan
padatanggal 9 Februari
2017.Dalam kesempatan
itu, Ketua MA menijelaskan
bahwa setidaknyaada
tigahalyang menurut MA
sudah tertata dengan baik.
Yaitu, waktu penanganan
perkara, aksesibilitas
peradilan,danjuga
integritas peradilan. Jika
diperhatikan kembali
dengan baikisidari
penyampaian laporan
tahunan tersebut,
perbaikan yang dimaksud
hanyamengarah pada
bidang formal saja,

yaitu kebijakan yang
mengikatinternal MA.
Misalnya, perbaikan waktu
penanganan perkara. MA
menyebut telah membuat
Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor

2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara
diPengadilan Tingkat
Pertamadan Tingkat
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Banding Pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan,
Surat Keputusan (SK)
Ketua Mahkamah Agung
(KMA) Nomor 119 Tahun
2013 yangpadaintinya
berisikan soal jangka
waktu memutus perkara
kasasidan peninjauan
kembalipalinglama 3
(tiga) bulan dan ketentuan
jangka waktu penanganan
perkaramenjadipaling
lama 250 hari (8 bulan)
sebagaimanatertuang
dalam SKKMA Nomor 214
Tahun 2014.

Terkait aksesibilitas
peradilan, MA
menyebutkan telah
membuat Peraturan MA
(PERMA) Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana
dan Jumlah Dendadalam
KUHP. Sementara untuk
perbaikanintegritas
peradilan, MA mengakui
telah memperbaikinya
dengan membuat SK
KMA Nomor 194/KMA/
SK/XI/2014 tentang
Pembentukan Tim
Pembangunan Zona
Integritas MARI, SK
KMA Nomor 151/KMA/
SK/IX/2011tentang
Penyelenggaraan Sistem
PengendalianInterndi
Lingkungan MA.

‘Pekerjaan Rumah’
bagi Sistem Satu Atap

Fakta-faktadiatas
menunjukkan, memang
telah ada upaya perbaikan

diMA, tapitampaknya
itubelum cukup.
Halinidikarenakan
perbaikan-perbaikan yang
sudah dilakukan tersebut
hanya menyentuh konteks

aturan formalnya saja, sebanyak 35 hakimdan
belum pada perbaikan enam pegawai pengadilan
pembangunan sumber tertangkap tangan KPK

dayamanusia. Selainitu
jikaditelisik lagi, ternyata
masih ditemukan hal-hal
yang belum diselesaikan

oleh MA atau bisa Data tersebut kemudian
dikatakan “pekerjaan seakan diperkuat sendiri
rumah’”. oleh MA. Menurut laporan

1.

KAJIAN

Salah satunyaadalah soal
integritas aparat peradilan.
DaripengamatanKY
melalui pemberitaan-
pemberitaan di media
sepanjang tahun 2016

karena diduga terlibat
kasus suap dan pengaturan
perkara.

Tabel1
Ketimpangan Jumlah Rasio Perkara dan Hakim

Pada masing-masing kelas pengadilan;

Pengadilan Kelas IA
PN Samarinda
Jumlah perkara banyak (848)
Jumlah hakim sedikit (19)
Pengadilan Kelas IB
PN Selong
Jumlah perkara banyak (279)
Jumlah hakim sedikit (9)
Pengadilan Kelas Il
PN Selong
Jumlah perkara banyak (109)
Jumlah hakim sedikit (4)

PN Banda Aceh
Jumlah perkara sedikit (135)
Jumlah hakim banyak (27)

PN Sungaliat
Jumlah perkara sedikit (188)
Jumlah hakim banyak (14)

PN Rangkasbitung
Jumlah perkara sedikit (57)
Jumlah hakim banyak (9)

Antar Badan Peradilan Umum dan Agama;

a. PT danPN ada di masing-masing Provinsi;
b. Ketimpangan:
Pengadilan Tingkat Pertama (Tahun 2015)
Umum Agama
Jumlah perkara (4.104.706) > Jumlah perkara (559.975)
Jumlah hakim (3.311) hampir sama (=) Jumlah hakim (3.045)

Pengadilan Tingkat Banding (2015)
Umum Agama
Jumlah perkara (13.547) > Jumlah perkara (2.209)
Jumlah hakim (485) hampir sama (=) Jumlah hakim (359)

Pengadilan Tingkat Pertama (Tahun 2016)
Agama

Jumlah perkara (501.490)
hampir sama (=) Jumlah hakim (2.993)

Umum
Jumlah perkara (3.331.646) >
Jumlah hakim (3.199)

Pengadilan Tingkat Banding (2016)
Umum Agama
Jumlah perkara lebih banyak (15.126) > Jumlah perkara (2.379)
Jumlah hakim (653) hampir sama (=) Jumlah hakim (475)
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tahunan MA tahun 2016,
terdapat 150 aparat
yang telah diberikan
sanksisepanjang tahun
2016.Dari150 orangitu,
hakim menempati posisi
pertama, yaitu 73 orang.
Sisanyaadalah 77 orang
adalah aparat pengadilan
lainnya. Informasi diatas
menunjukkan bahwa
persoalanintegritas
aparat peradilan belum
selesai-selesaihingga
sekarang.

PR laindarisistem satu
atap adalah distribusi
hakimyangbelum
merata. Halinidapat

kita lihat daridatayang
diperoleh oleh KY pada
website masing-masing
pengadilan yang dijadikan
sampel pada tahun 2016
danlaporantahunan

MA tahun 2016. Berikut
gambaran ketimpangan
rasiojumlah perkaradan
hakim yang menunjukkan
adanyadistribusi hakim
belum merata.

Tabel diatas
memperlihatkan bahwa
ketimpangan yang tidak
hanya terjadidiantara
kelas pengadilan yang
sama, tapijugaantar
badan peradilan. Sebagai
contoh, pengadilan tingkat
pertama pada badan
peradilan umum dan
agama. Terlihat bahwa
jumlah perkara antar
kedua badan peradilan
selamakurun waktu 2016

EDISI
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jauh berbeda. Yang satu
3.331.646,sementara
yang lainnya (peradilan
agama) hanya sekitar
501.490. Selisihnya
sekitar 2.830.156
perkara. Sementara
jumlah hakimnya, tidak
memiliki selisih yang
jauh, hanya sekitar 206.
Artinya adalah bahwa
ada fakta tidak merata
proses pendistribusian,
penempatan, dan
penghitunganjumlah
kebutuhan hakim pada
masing-masing badan
peradilan.

Selainyangsudah
disebutkan tersebut,
ternyatamasihada PR
sistem satu atap lainnya.
Mulaidarikasus hakim
yang terkena perkara
asusila (selingkuh),
temuan penelitian KY
perihal adanya praktik
ketidakadilan dalam
pelaksanaan promosi
dan mutasi hakim, dan
putusan pengadilanyang
dianggap kontroversial
atau belum memenuhi
rasa keadilan publik yang
selalu menjadi topik
pembicaraan yang hangat
ditengah masyarakat.

Uraian fakta-fakta seperti
itu menunjukkan bahwa
sistem satu atap belum
berjalan dengan baik,
bahkan belum sesuai
harapan masyarakat yang
ingin melihat kekuasaan
kehakiman yang merdeka

bisa membuat peradilan
menjadilebih baik.

Shared
Responsibility
sebagai Solusi

Mengingat sistem satu
atap sudah berlangsung
sekitar sembilan belas
tahun, maka perlu
dipikirkan solusiberupa
konsep baru dalam
memperbaikihal tadi.
Solusiyangditawarkan
adalah manajemen hakim
tidak lagi dilakukan

oleh satulembaga,

tapi perlu melibatkan
lembaga-lembaga lain.

Dalam dokumen Kantor
PBB Urusan Narkoba

dan Kejahatan (UNODC),
Resource Guide on
Strengthening Judicial
Integrity and Capacity
(New York, Desember
2011), pelibatan-pelibatan
lembaga lain atau lebih
dikenaldenganistilah
sharedresponsibility
(pembagian tanggung
jawab) adalah faktayang
sudah dipraktikkan di
beberapanegara, seperti
Prancis, Jerman, Belanda,
Austria, dan Belgia.

DiJerman, MA hanya
berfokus pada urusan
penanganan perkara,
sementararekrutmen
hakim dilakukan oleh
eksekutif (sejenis
Departemen Kehakiman),
danpromosijuga

pengawasan dilakukan
olenh KY.Bagitujugadi
Belanda, MA juga hanya
mengurusiperkara,
sementaraurusan
manajemen hakim
dilakukanoleh lembaga
lain seperti eksekutif dan
SSR (badan pendidikan
dan pelatihan hakim dan
jaksa). Bahkan urusan
keuangan malah dilakukan
olehlembaga lain yaitu
KY, bukan MA. Artinya di
negara-negaraitu, praktik
kekuasaan kehakimannya
dilaksanakanoleh
beberapalembaga
sebagai wujud pembagian
tanggungjawab.

Praktik sepertiitudi
negara-negara taditelah
berlangsung dengan baik,
tanpaadanya penolakan
darilembaga yang satu
terhadap kewenangan
yang dimiliki oleh lembaga
yang lain. Oleh karenaitu,
sudah saatnya praktik
manajemen hakim satu
atap digantidengan
praktik pembagian
tanggungjawab.

Dengan begitu, setiap
lembaga bisa fokus
dalam melaksanakan
tugas yang menjadi
tanggungjawabnya.
Dalam halinihakim fokus
melaksanakan tugasnya
memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara,
sementaraurusan
manajemennya dilakukan
olehlembaga-lembaga
lain. 9
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Ikut Pemantapan KEPPH, Hakim
Diharapkan Jadi Agen Perubahan

Ketua Bidang SDM Advokasi, Hukum, Penelitian dan
Pengembangan KY Sumartoyo saat membuka acara Pemantapan
dan Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
bagi hakim yang diadakan KY diBogor

Sesuai amanat undang-undang, Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk
meningkatkan kapasitas hakim. Salah satunya dalam bentuk Pemantapan

Kode &tik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi hakim dengan masa tugas
0-8 tahun dan Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa tugas 8-15 tahun.
Sepanjang tahun 2017, kegiatan tersebut telah dilakukan beberapa kali. jerakhir
dilaksanakan Pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa tugas 0-8 tahun
pada bagi angkatan ke-XJI, Senin-Sabtu (15-20/05) di Braja Mustika Hotel dan
Convention Center, Bogor. Peserta berasal dari seluruh Indonesia, dengan jumlah

40 peserta.

aat membuka
acara, KetuaBidang
SDM Advokasi,

Hukum, Penelitian dan
PengembanganKY
Sumartoyo mengajak
untuk bersinergiantara

www.komisiyudisial.go.id

hakim dan KY untuk saling
menjaga kehormatan,
keluhuran martabat, dan
perilaku hakim.lajuga
meminta agar hakim
dapat menerapkan
KEPPH dalam kehidupan

sehari-hari, salah satunya
dengan hidup sederhana.

“Marikita bersama-sama
untuk salingmenjaga
agar peradilanindonesia
menjadiagung. Apapun

yang kita lakukan,
komentar akan selalu

ada. Tapikitaharus selalu
yakin dengan apayang
kitatempuh dengan
agama sebagaipedoman,”
pungkas Sumartoyo.
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Ketua Bidang Pencegahan
danPeningkatan
Kapasitas Hakim KY Joko
Sasmito yangjuga hadir
menitipkan beberapa
pesan kepada hakimyang
hadir.

“Godaan menjadi

hakim sekaranginiluar
biasa. Marimanfaatkan
pelatihanini, tidak hanya
untuk Bapak Ibu hakim
saja, tapicobajuga
tularkan ke lingkungan
kerja dan masyarakat di
mana Anda bertugas,”
pesan Joko.

Mantan hakim militer ini
mengharapkan hakim
yang mengikuti pelatihan
dapat menjadiagen
perubahan. Menurutnya,
tujuan pelatihan tidak
selesaidisinisaja,
melainkan prosesnya
harus terus berkelanjutan.

“Jika sebagian saja
nilai-nilai dalam KEPPH
dilaksanakan, maka
peradilan akan dipercaya
oleh masyarakat. Apalagi
jika semuanya,” kata Joko.

Dalam penutupan kegiatan
yang dilaksanakan pada
Jumat (20/05), diberikan
apresiasiterhadap peserta
terbaik dengan indikator
keaktifan, ketepatan
waktu, keterlibatan

dalam diskusi, kerjasama
dalam kelompok, respon
terhadap fasilitator, dan
penyelesain tugas. Peserta
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terbaik | adalah Dodik
Setyo Wijayanto (PN
Kalianda), Terbaik Il Teti
Hendrawati (PN Metro),
dan Terbaik lll Ahmad

Abdul Halim (PA Banggai).

Kelompok terbaik
diberikan kepada
kelompok dengan kerja
sama dan keterlibatan
darisemuaanggota
kelompok sertarelevansi
hasil pekerjaan kelompok
dengan materi pelatihan.
Yaitu, kelompok terbaik
diberikan kepada
kelompok yang terdiridari
Dodik Setyo Wijayanto
(PN Kalianda), Galang
Syafta Arsitama (PN
Gunung Sugih), Reza
Adhian Marga (PN
Sukadana), Fitriyadi (PA
Nunukan), Syafaat (PTUN
Serang), SylviaNanda
Putri (PN Liwa), dan
Irwahidah MS (PA Ende).

Peserta setelah mengikuti
jadwal pelatihan tiap

harinya diberikan tugas
untuk mereview materi
dalam buku harian yang
disediakan petugas.
Diberikan apresiasi
kepada penulis buku
harian yang mengisi buku
harian dengan tekun dan
sesuaipetunjuk.

Untuk penulis buku harian
Terbaik ladalah Dodik
Setyo Wijayanto (PN
Kalianda), Terbaik Il Tri
Baginda Kaisar Abdul
Gafur (PN Kota Agung),
dan Terbaik lll adalah Teti
Hendrawati (PN Metro).

Pentas seni terbaik
diberikan kepada

tim yang memiliki
kreativitas, kekompakan,
dan penampilannya
mengandung nilai-nilai
KEPPH. Tim pentas seni
terbaik jatuh kepada
kelompok dengan
anggota terdiridari
Firman Affandy (PN
Liwa), Nugraha Medica

Prakasa (PN Sukadana),
TriBaginda Kaisar

Abdul Gafur (PN Kota
Agung), Teti Hendrawati
(PN Metro), Ratna

Kartiani Sianipar (PTUN
Palangkaraya), Ahmad
Abdul Halim (PA Banggai),
dan Anwar (PA Raha).

Perwakilan peserta Tri
Baginda mengucapkan
terima kasih atas
diberikannya fasilitas dan
materi pembelajaran yang
baik.

“Saya harapkan

ke depannya ada
keseimbangan oleh KY
dalam memberikan
perspektif kepada
masyarakat. Jangan
negatif saja, karena saya
yakin KY dan Mahkamah
Agung memiliki tujuan
yang sama untuk
menegakkan peradilan
yangagungdilndonesia,”
harap TriBaginda.(Noer/
Festy)

Foto bersama usai diklat pemantapan KEPPH bagi
9
hakim diBogor

www.komisiyudisial.go.id

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/N



Etika Sebagail Landasan
Penegakan Hukum

Dalam menegakkan hukum dan
keadilan, aspek etika berperan
penting. Artinya, penegakan hukum
tidak dapat mengesampingkan
etika. Oleh karena itu, tiga

lembaga negara, yaitu Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR),
Komisi Yudisial (KY), dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) menggelar Konferensi Etika
Berbangsa dan Bernegara.

www.komisiyudisial.go.id

SELINTAS

Prakonferensi| Etika Berbangsadan
Bernegara bertajuk “Prinsip-Prinsip
Umum dan Asas-Asas Kode Etik
Jabatan’, di Jakarta

ebagailangkahawal,
DKPP menggelar
Prakonferensil Etika

Berbangsadan Bernegara
bertajuk “Prinsip-Prinsip
Umum dan Asas-Asas
Kode Etik Jabatan”, Rabu
(5/4) diHotel Borobudur
Jakarta.

Dalam prakonferensi
inidibahas tuntas yang
menjadiasas-asas etika
yang nantinya menjadi
landasan dalam sistem

penegakan etika di
Indonesia.

Pada kesempatanitu Ketua

DKPP Jimly Asshidigie
mengatakan, penegakan
hukumdilndonesia

tidak akan berhasil tanpa
adanya penegakan etika
yang baik. Konferensi
iniuntuk menguatkan
penegakan etika di
Indonesia dan pentingnya

etika berkonstitusi sebagai

pejabat negara.

EDISI
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“Melihat fenomena
penegakan hukumyang
ada saatini, tidak akan
berhasil tanpa adanya
penegakan etika yang
baik,” ungkap Jimly.

Konferensipertama yang
diselenggarakan DKPP
inimembahas nilai-nilai
atauasas-asas etika.
Selanjutnya pertemuan
akan diselenggarakan
KY untuk membahas
pembentukan suatu
lembaga etik nasional.

Untuk memperkokoh
langkah selanjutnya, KY
menggelar Prakonferensi
Il Etika Berbangsadan
Bernegara dengan tajuk
“Diskursus Integrasi
Sistem Kode Etik dan
Penegakannya”, Kamis
(4/5) di Auditorium
GedungKY. Semangat
prakonferensiini, seperti

AKONF;

yang disampaikan
oleh KetuaKY Aidul
Fitriciada Azhari,
yaitu menempatkan
etika ke dalam sistem
ketatanegaraan.

“Perlu digagas kembali
nilai-nilaiagamadan
budaya agar dalam sistem
etika yang kemudian
diinstal ke dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia.

Halinisesuaidengan
tuntutan reformasitahun
1998," ucap Aidul.

Bertepatandengan
peringatan harilahirnya
Pancasila pada1Juni
2017 dan puncak Pekan
Pancasila pada 29 Mei-4
Juni 2017, maka digelar
Konferensi Etika Nasional
yang lebih menggali
arah kebijakan, kaidah
pelaksanaan, dan upaya
penegakan etika di

ENSI

Indonesia.Harapannya
darikonferensiini
mendapatkan masukan
mengenaiarah
kebijakan yang perlu
diambil dalam rangka
mengimplementasikan
etika kehidupan
berbangsa.

“Semoga ada banyak
masukan mengenai
kaidah pelaksanaan
untukinternalisasi

dan sosialisasi etika
kehidupan berbangsajuga
langkah yang diperlukan
dalam penegakannya,”
harap Ketua MPR Zulkifli
Hasan.

Ke depan, Zulkifli
menekankan pentingnya
IdeologiNegara Pancasila
menjadidasar penegakan
etikabangsalndonesia
yang selamainisering
diabaikan sehingga

bangsainilupaakanjati
dirinya.

“Pancasila sebagai
ideologinegaradan
pandangan hidup tidak
boleh berhentimenjadi
sistem nilaiyang bersifat
filosofis, tetapiharus pula
diterjemahkan sebagai
sistem etika dan sistem
tindakan,” tegas Zulkifli.

Dengan demikian, hasil
darikonferensiinidapat
dijadikan rumusan

untuk perubahanyang
diharapkan. Selainitu,
diharapkan pula akan
adanya perbaikandalam
sistem penegakan hukum
dilndonesiadengan
upaya memasukkan

etika yang terkandung
nilai-nilaiideologi
Pancasila ke dalam sistem
ketatanegaraanIndonesia.
(Adnan/Festy) [{

Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari
menjadi pembicara pada Prakonferensi
|| Etika Berbangsa dan Bernegara

Ketua DKPP Jimly Asshidigie menjadi
pembicara pada Prakonferensill Etika
Berbangsadan Bernegara.
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KY Mediasi Kasus Merendahkan
Martabat Hakim

Pro dan kontra
sidang putusan
mantan Gubernur
DKl Jakarta
Basuki Tjahja
Purnama alias
Ahok menjadi
polemik di media
sosial. Bahkan,
pandangan yang
kontra terkait
penjatuhan
putusan Ahok

ini sudah
mengarahkan
pada dugaan
merendahkan
martabat hakim
yang memutus
perkaraini. Ada
beberapa orang
mem-posting
tulisan yang
tidak patut di
media sosial
yang terindikasi
merendahkan
martabat hakim.

www.komisiyudisial.go.id

alamrangka
menjagadan
menegakkan

kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku
hakim, Komisi Yudisial
(KY) mempunyaitugas
mengambil langkah
hukum dan/atau langkah
lainterhadap orang
perseorangan, kelompok
orang, atau badan hukum
yang merendahkan
kehormatan dankeluhuran
martabat hakim.

Hakim Hasoloan Sianturi mewakilimajelis hakim
dariPengadilan Negeri (PN) Jakarta Utaradan Ade
Armando salah satu yang diduga merendahkan
martabat hakim dengan menulis status di media
sosial yang kurang pantas

Ketua Bidang Sumber
Daya Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitian

dan Pengembangan

KY Sumartoyo
mengungkapkan,
sebagaipihak yang
berkepentingan dalam
melakukan advokasi
hakim dengan pihak yang
merendahkan marwah
dan martabat hakim.

Lebih lanjut, Sumartoyo
menjelaskan, latar

O MAJALAH KOMISI YUDIS /GAU

belakang terjadinya
peristiwa tersebut adalah
saling sahut-menyahut
dimedia sosial. Untukitu,
agar tidak berlarut-larut
KY menginisiasi
melakukan mediasiuntuk
mempertemukan kedua
pihak.

"Kamimenemuimereka
dan memberikan
penjelasan, bahwa
mengkritik putusanitu
diperbolehkan, yang

APRIL
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tidak boleh itu adalah
menyerang pribadi.
Setelah itu mereka sadar,
dansayasenangkarena
pihak-pihak yang terkait
mau bertatap muka dipagi

......

Pada kesempatan tersebut
hadir Hakim Hasoloan
Sianturi mewakili majelis
hakim dari Pengadilan
Negeri (PN) Jakarta
Utaradan Ade Armando
salah satuyangdiduga
merendahkan martabat
hakim dengan menulis
status dimedia sosial yang
kurang pantas.

Sedangkan Lalu Sani
Akbar berhalangan hadir
karenatidak memperoleh
izindaritempat kerjanya
untuk hadir dikantor KY.

EDISI
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Hasoloan Sianturi
menyampaikan,
berdasarkan hasil diskusi
denganrekan hakimdi
PN Jakarta Utara, hakim
tidak layak untuk bertemu
dengan para pihak. Oleh
karenaitu beliau dikirim
mewakili majelis hakim
untuk mendengarkanapa
yangingin disampaikan.

Hasoloan mengatakan, PN
Jakarta Utara berterima
kasih atasinisiasiKY
untuk melakukan

proses mediasi, karena
menunjukkan bahwa KY
serius dalam menjalankan
tugas untuk menjaga
marwah hakim.

“Yang pastimajelis hakim
dalam memutus perkara
Ahok sudah memutus

tanpaintervensi, sesuai
dengan faktadan hati
nurani hakim. Jika ada
yang tidak puasitu
pastiakan selaluada
dan kamisadari, tapi
caramenyampaikannya
jangandengancara
merendahkan,” ingat
Hasoloan.

Ade Armando
menyampaikan
permintaan maaf
setulusnyasecara
langsung kepada
perwakilan hakim,
Hasoloan Sianturi.

Status yangdituliskanitu
memang sifatnya subjektif
dantidak lengkap.

Niat awal menulis status
tersebut adalah untuk
menenangkan pendukung

Ahok, walaupun ternyata
caranyasalah.

“Sekalilagi saya meminta
maaf kepada semua
pihak yang sayarepotkan
karena status saya,” kata
Armando.

Sementaraitu, Lalu Sani
Akbar yang berhalangan
hadir menyampaikan
permintaan maaf dengan
mengirimkan surat
pernyataan permintaan
maaf yangdibacakan
pada forum mediasi
tersebut. Selanjutnya,
surat pernyataan
permintaan maaf dari
Ade ArmandodanLalu
Sani Akbar diserahkan
kepada Hasoloan sebagai
perwakilan PN Jakarta
Utara. (Noer/Jaya)

Mediasiyang dilakukan oleh KY Kasus
Merendahkan Martabat Hakim

www.komisiyudisial.go.id
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29 CHA

SELE ALITAY
€ ALOM AN AGUHG REPUSLE MDOOME

‘ Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari saat
memberipengarahan kepada calon
hakim agung yang akan mengikuti
seleksikualitas

AH KOMISI YUDISIAL/JAYA

o MAJA

emasuki tahap
kedua Seleksi
CalonHakim

Agung Tahun (CHA) 2017,
Komisi Yudisial (KY)
menggelar seleksikualitas
CHA pada Rabu-Kamis,
26-27 April 2017 diBadan
Penelitian Pengembangan
Diklat Hukumdan
Peradilan Mahkamah
AgungRI,Megamendung
Bogor, Jawa Barat.

Seleksiinidiikuti82
pesertadarilingkup
Peradilan Umum, Militer,
Agamadan TataUsaha
Negara (TUN) untuk
mengisilowongan dua
orang kamar perdata, satu

www.komisiyudisial.go.id

orangkamar pidana, satu
orang kamar militer, satu
orangkamar agamadan

satuorangkamar TUNdi
Mahkamah Agung.

Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim KY Maradaman
Harahap mengemukakan,
penentuan kelulusan
seleksi CHA didasari
batas minimum standar
kompetensikelulusan
yang ditetapkanoleh KY.

“Penentuankelulusan
Seleksi CHA didasari
oleh batas minimum
standar kompetensi
yangditetapkanKY,
terdapat pada Peraturan

KY Nomor 2 Tahun 2016
yang memuat standar
kompetensimental,
kompetensiinterpersonal,
teknik yudisial,
pengelolaan yudisial,
manajemen organisasi,
kewarganegaraan, dan
integritas”, ujar mantan
hakimagamaini.

Selainitu, Maradamanjuga
berharap tahun 2017 ini
KY dapat menghasilkan
hakimagungyang
diharapkan masyarakat.
“HarapanKY adalah hakim
agung yang memiliki

ilmu pengetahuan yang
luas, kompetensiyang
tinggi, berintegritas, dan

akhlak yang terpujikarena
ditangannya, keadilan
dan martabat bangsa
dipertaruhkan,” harapnya.

Dari 82 pesertaseleksi
kualitas, KY meloloskan
29 orang CHA. Penetapan
kelulusan tersebut
ditetapkan dalam Rapat
PlenoKY CHA Tahun
2017, Senin (15/05) di
GedungKY, Jakarta. Di
hariyang samadigelar
konferensipers untuk
mengumumbkan hasil
seleksikualitas CHA di
Ruang PersKY, Jakarta.

“Dari82orangyang
mengikuti seleksikualitas,

EDISI L
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sebanyak 29 orangyang
lolos seleksi. Jumlah
ituterdiridari20orang
darijalur hakimkarier,
sembilan orang dari
non-karier sepertidari
akademisi, praktisiatau
advokat dan sebagainya,”
ujar Maradaman.

Mantan Hakim Tinggi
Pengawas diBadan
Pengawasan Mahkamah
Agunginimenjelaskan,
berdasarkan kamar yang
dipilih, sebanyak 10 orang
dikamar perdata, enamdi
kamar pidana, duaorangdi
kamar tata usahanegara,
sembilan orangdikamar
agama, danduaorangdi
kamar militer.

“Berdasarkan kategori
jenis kelamin, CHA

E Konmisi YupisiAL
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tersebut terdiridaridua
orang perempuandan 27
orang laki-laki,” urainya.

Mantan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi
Agama Semarangini
mengatakan, KY telah
melaksanakan seleksi
kualitas yang penilaiannya
menggunakan sejumlah
instrumen. Karya profesi
dengan tim teknis dari
Pimpinan dan Anggota
KY, karya tulis di tempat
dengan tim teknis daritim
reader yang merupakan
akademisi, kasus Kode
Etik dan/atau Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH)
dengan tim teknis dari
Tenaga AhliKY dan
mantan hakim, kasus
hukum (Hukum Acara
Pidana, Perdata, Tata

Peserta CHA saat menjalani tes
kesehatan di RSPAD Gatot Subroto

Usaha Negara, Agama,
dan Militer) dengan tim
teknis berasal dari hakim
agung atau mantan hakim
agung, serta tes objektif
dengan tim teknis yang
berasal darihakimagung
dan Tenaga AhliKY.

Selanjutnya, bagi CHA
yang lulus seleksi kualitas
berhak mengikuti Tahap IlI
yaitu, seleksi kepribadian
dan kesehatan.

“Untuk asesmen
kompetensidan
kepribadian akan
dilaksanakan pada21s.d.
22 Mei 2017 di Gedung
KY, JI. Kramat RayaNo.57,
Jakarta Pusat. Materi
yang diujikan pada seleksi
kepribadian meliputi:
asesmen kompetensi

S
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dan kepribadian, rekam
jejak, dan masukan dari
masyarakat. Sementara
tes kesehatan akan
dilaksanakanpada23s.d
24 Mei 2017 diRumah
Sakit Pusat Angkatan
Darat Gatot Subroto,” urai
alumni Fakultas Syari‘'ah
Institut Agamalslam
Negeri (IAIN) Jakartaini.

Dalamrangka penelusuran
rekam jejak, KY bekerja
sama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Pusat
Pelaporan dan Analisis
TransaksiKeuangan
(PPATK) terkait Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN) sertaalirandana
yang tidak wajar dari CHA.
(Jaya/Festy) @

www.komisiyudisial.go.id



dr. Lusia Johan

eberapabulan
belakanganini
sayamendapatkan

beberapa kasus psoriasis.
Nampaknya penyakit
psoriasis ini tidak lagi
terdengar asingditelinga
kita. Oleh karenaitusaya
tergerak ingin mengupas
tentang penyakit psoriasis
ini.

APAITUPSORIASIS?

Psoriasis adalah
peradangan kronik /
menahun pada kulit yang
ditandaidengan ruam kulit
yang memerah, bersisik/
menebal dan mengelupas.
Terasasangat gataldan
perih. Bisa mengenai kulit
dibagian manapun, tapi
terutama dibagian kulit
kepala, siku, lutut, dan
punggung bagian bawah.

PENYEBAB
PSORIASIS

Penyebab psoriasis
belum diketahuisecara
pasti. Penyakit ini tidak
menular dandiduga
memiliki dasar penyebab
penyakitautoimun, yaitu

www.komisiyudisial.go.id

Normal

sistem kekebalan tubuh
yang menyerang sel-sel
kulit yang sehat. Belum
diketahuikenapa sistem
kekebalan tubuh bisa
mengalamikinerja yang
keliru, tapi para pakar
menduga ada pengaruh
darilingkungan dangen.

Psoriasis muncul ketika
produksi sel-sel kulit
tubuh terjadisecara
berlebihan. Pada kondisi
normal, tubuh akan
memproduksidan
mengganti sel-sel kulit
yang matidalam beberapa
minggu sekali.

Sementara pengidap
psoriasis akan
mengalaminya dalam

hitungan harisehingga
terjadi penumpukan
sel kulit yangakhirnya
membentuk penebalan.

Faktor keturunanjuga
dianggap berperan dalam
munculnya psoriasis.
Namun tidak selalu
muncul dalam setiap
generasi, bisa jadi kakek
mengidap psoriasis,
kemudian muncul lagi
padacucu.

Walaupun psoriasis
mungkin meresahkan
dan mengganggu, namun
pada umumnya tidak
terlalu menyakitkan.
Dengan pengobatan
yang tepat, gejala-gejala
padaumumnya akan

Psoriasis

KESEHATAN

0O isabelsbeautyblog.com

membaik dalam beberapa
bulan. Disampingitu,

ada sejumlah faktor
pencetus yangdiduga
bisa memicu penyakit ini.
Pengidap psoriasis dapat
mencegah kambuhnya
atau perkembangan
gejala-gejalamereka
dengan caramencaritahu
dan menghindarifaktor
pemicunya.Beberapa
faktor pemicu kambuhnya
psoriasis meliputi:

Infeksitenggorokan
(oleh kuman
Streptokokus)

Psoriasis gutata yang
biasa menyerang
anak-anak danremaja
terkadang muncul

EDISI
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KESEHATAN

O acepimg.com

setelah pengidap
mengalamiinfeksi
tenggorokan.

Cedera pada kulit,
misalnya tergores,
gigitan serangga, atau
terbakar matahari.

Konsumsi minuman
beralkoholyang
berlebihan.

Obat-obatan tertentu,
misalnya litium,
obat-obatan tekanan
darah tinggi (misalnya
beta bloker), serta
obat antimalarial
(chloroquine).

Merokok.
Obesitas.

Stres.

Gangguan sistem
kekebalan tubuh,
misalnyakarena

mengidap HIV.

Perubahan hormon,
khususnya pada

EDISI
APRIL
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wanita saat

menopause atau haid.

GEJALA

Intensitas gejala yang
muncul padatiap
penderita berbeda-beda,
mulaidarigejalaringan
atau tidak muncul sama
sekalidalam kurun
waktu tertentu sampai
pada gejala yang parah,
yang mengganggu
kenyamanan penderita.
Bisabertahan selama
beberapa minggu atau
beberapa bulan sebelum
akhirnyaberkurang atau
berhenti. Dan lain waktu
bisa muncul kembali
(rekuren).

Tidak semua pengidap
psoriasis mengalami
gejalayangsama,
tergantung pada tipe
psoriasis yang dimiliki
penderita. Secaraumum,
gejalanya meliputi:

Bagian kulit memerah

yang terasatebal,
kering, dan bersisik.

Kulit pecah-pecah
yang terkadang bisa
berdarah.

Kuku yang menebal
dengan tekstur tidak
rata.

Sendi-sendiyang
membengkak dan
kaku.

JENIS-JENIS
PSORIASIS

1. PsoriasisPlak

Inimerupakan jenis
psoriasis yang paling
umum terjadi. Psoriasis
ini dapat menyebabkan
ruam atau bahkan luka
kering, merah, dan bersisik
keperakan pada kulit yang
disebut plak.

Plak tersebut juga bisa
terasa sangat gatal atau
perih dan dapat muncul
dibagian tubuh mana
pun, terutama pada kulit
lutut, siku dan kulit kepala.
Dalam kasus yang parah,
kulit di sekitar sendiakan

pecah-pecah danbisa
berdarah.

2. Psoriasis Kuku

Psoriasis kuku memiliki
gejala berupa munculnya:

Perubahanwarna
kuku.

Cekungan-cekungan
kecil yang muncul
pada kuku.

Pertumbuhan kuku
yangabnormal.

Kuku terlepas atau
hancur.

3. Psoriasis Kulit
Kepala

Jenis psoriasisini
menyebabkan munculnya
sisik tebal yang gatal pada
sebagian atau bahkan
seluruh kulit kepala. Pada
kasusyang parah, bisa
menyebabkan rambut
rontok meskibiasanya
hanya sementara. Ruam
tersebut terkadangbisa

www.komisiyudisial.go.id



melebar hingga melewati
garis rambut. Bagian kulit
yang mengelupas akan
berguguran dan tampak
putih sepertiketombe.

4. PsoriasisInversi

Jenisinimenyebabkan
ruam merah yang terasa
halus pada bagian-bagian
yang memilikilipatan
kulit sepertiketiak. Ruam
inidapat bertambah
parah akibat gesekan dan
keringat. Selain ketiak,
psoriasisinversijuga
menyerang kulit dibagian
selangkangan, belahan
bokong, serta dibawah
payudara.

5. Psoriasis Gutata

Gejala psoriasis gutata
berupa bintik-bintik ruam
menyerupai tetesan air.
Ruam inidilapisi sisik
dan biasanya muncul
pada tubuh bagian atas,
lengan, tungkai kaki, dan
kulit kepala. Psoriasis ini
lebih sering menyerang
anak-anak sertaremaja,

www.komisiyudisial.go.id

danterkadang muncul
setelah pengidap
mengalamiinfeksiatau
radang tenggorokan.

6. PsoriasisPustular

Psoriasis ini
menyebabkan ruam
merah yang perih sebelum
akhirnya melepuh dan
berisinanah.Ruam
tersebut dapat terjadi
pada seluruh tubuh atau
muncul di bagian-bagian
tubuh tertentu, misalnya
berkelompok ditangan,
kaki, atau ujungjari.

Psoriasis pustular yang
menyebar diseluruh
tubuh juga dapat
menyebabkan demam,
menggigil, gatal luar biasa,
dan bahkan penurunan
beratbadan. Sementara
lepuhan berisinanah yang
muncul di telapak tangan
dan kakiakan berubah
menjadikorengyang
kemudian mengelupas
sebelum kembali muncul
dalam beberapa hariatau
minggu.

Apabila gejala tersebut
muncul pada jarikakidan
tangan, bekas lepuhan
nanah yang pecah dapat
menyebabkan kelainan
kuku yang terasa sakit.

7. Psoriasis
Eritrodermik

Psoriasis eritrodermik
dapat menyebabkan
munculnyaruam

mengelupas yang sangat
gatalataudisertairasa
perih diseluruh tubuh.
Jenis psoriasisinibisa
memengaruhikadar
cairandan proteindalam
tubuh sehingga memicu
dehidrasi, infeksi,
hipotermia, malnutrisi,
danbahkan gagaljantung.

8. ArtritisPsoriasis

Disamping kulit iritasidan
bersisik serta perubahan
warnakuku, intensitas
gejala artritis psoriasis
bervariasidan dapat
menyerang sendimana
pun. Sendi yang terinfeksi
akan menjadikakudan
kerusakannya berpotensi
menjadi cacat permanen.

Jika Andamerasakan
gejala-gejala psoriasis,
segera periksakan diri

ke dokter. Penanganan
diniumumnya dapat
mencegah meningkatnya
keparahan gejala. Para
pengidap juga dianjurkan
untuk menghubungi
dokter jika psoriasis yang
dialaminya memburuk,
misalnya menyebabkan
demam atau masalah pada
persendian.

DIAGNOSIS
PSORIASIS

Bentuk kelainan kulit
yang khas pada psoriasis
memudahkan dokter
untuk mengenalidan
menegakkan diagnosa.
Dokterjugaakan

KESEHATAN

menanyakan riwayat
kesehatan keluarga serta
mengadakan pemeriksaan
fisik kulit.

Jikamembutuhkan
kepastian diagnosis,
dokter akan mengambil
sampel kulit yang
kemudian diperiksa di
laboratorium. Tujuan
prosedur biopsi kulit ini
adalah untuk memastikan
jenis psoriasis yang
diidap pasien sekaligus
menghapus kemungkinan
adanya penyakit lain,
misalnya dermatitis
seboroik.

Apabila pasiendiduga
mengidap artritis psoriasis
yang memengaruhisendi,
dokter akan melakukan
tes darah dan X-ray pada
sendiyang mengalami
gejala.

PENGOBATAN
PSORIASIS

Penanganan psoriasis
tergantung padajenis
sertatingkat keparahan
gejalayangdiderita
pasien. Psoriasis bisa
ditanganidengan obat
oles, fototerapi, konsumsi
obat-obatan, serta
suntikan.

Pengobatan ini tidak

bisa menyembuhkan
psoriasis, tapi bertujuan
meringankan gejaladan
memperbaiki tekstur kulit
yang terserang penyakit
ini.
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Metode pengobatan
psoriasis sangat
beragam dan ditentukan
berdasarkan jenis serta
tingkat keparahannya.
Beberapa langkah yang
umumnya dianjurkan
adalah sebagaiberikut:

1. Emolien Sebagai
Pelembap dan
Pelindung Kulit

Emolien merupakan obat
untuk melembutkan
danmelembapkan

kulit. Obat-obatan yang
biasanya berupa salep
atau kriminibekerja
dengan mengurangi
inflamasi dan kecepatan
produksi sel kulit.

Emolien digunakan untuk
mengatasi psoriasis
tingkat ringan sampai
menengah. Penggunaan
obatolesinijugadapat
dikombinasikan dengan
sampo untuk menangani
psoriasis dikulit kepala.

2. Kortikosteroid

Obat inibekerjadengan
caramengurangiinflamasi
kulit. Penggunaannya
yang berlebihan dapat
mengakibatkan penipisan
kulit. Karenaitu,
kortikosteroid hanya boleh
digunakan denganresep
dokter.

Khusus untuk bagian
yang sensitif seperti
wajah atau lipatan kulit,
dokter akan memberikan
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kortikosteroid oles dengan
dosis lebihrendah.

3. CalcineurinInhibitor

Obatinididuga dapat
menghambat kinerja
sistem kekebalan tubuh
sehingga mengurangi
inflamasi kulit. Jenis
calcineurininhibitor
(penghambat calcineurin)
yang biasa digunakan
adalahtacrolimusand
pimecrolimus.

Namun, calcineurin
inhibitor tidak dianjurkan
pemakaiannyajangka
panjang karena berpotensi
meningkatkan risiko
kanker kulit dan limfoma.

4. Analog Vitamin D

Calcipotriol dan calcitriol
merupakan dua jenis
analog vitamin D yang
biasanyadigunakan.
Krimini dapat
dipakaibersamaan

atau menggantikan
kortikosteroid oles.
Fungsinya adalah untuk
menghambat regenerasi
kulit dan mengurangi
inflamasi.

5. CoalTar

Obatinitelah
digunakan sejak dulu
untuk menangani
psoriasis karena dapat
mengurangi sisik tebal
serta gatal-gatal pada
ruam akibat psoriasis.
Namun, coal tar tidak

direkomendasikan
untuk wanita hamil
dan menyusui.
Penggunaannyajuga
harus denganresep
dokter.

6. Dithranol

Dithranolumumnya
digunakan untuk jangka
pendek dalam menangani
ruam akibat psoriasis
pada kaki, tangan, serta
tubuh bagian atas.

Pemakaian obat iniharus
hati-hati (tidak boleh
terlalu kental atau tinggi
konsentrasinya) karena
kulit bisa terbakar.

7. TerapiCahaya
(Fototerapi)

Terapi cahaya dipilih
sebagai alternatif untuk
beberapajenis psoriasis
yang tidak bisa ditangani
dengan obat-obatan
oles. Proses fototerapi
umumnya ditanganioleh
dokter spesialis kulit
danmenggunakan sinar
ultraviolet Adan B.

Durasitiap sesi terapi
ultraviolet B (UVB)
memakan waktu beberapa
menit dan dijalani pasien
beberapa kalidalam
seminggu. Fungsinya
adalah untuk mengurangi
kecepatan produksisel-sel
kulit.

Coal tar dandithranoljuga
dapat dikombinasikan

dengan terapiUVB
untuk meningkatkan
keefektifannya.

Jenis foto terapilainnya
adalahterapisinar
ultraviolet A (UVA) yang
dikenal dengan terapi
kombinasipsoralendan
ultraviolet A (PUVA). Sinar
UVA dapat menembus
kulit lebih dalam dari UVB.

Padatiap sesi, psoralen
akan dioleskan pada kulit
atau dikonsumsidalam
bentuk tablet sehingga
kulit pasien akan lebih
sensitif terhadap cahaya.
Pasienjugabiasanya
akan diminta untuk
mengenakan kacamata
khusus selama 24 jam
setelah mengonsumsi
psoralen untuk mencegah
katarak. Tetapi, terapiini
tidak dianjurkan untuk
jangka panjang karena
memiliki risiko kanker
kulit.

8. ObatMinum

Penggunaan obat-obatan
inihanya dianjurkan
apabilametode
pengobatan lain tidak
efektif untuk menangani
psoriasisdengan

tingkat keparahan yang
tinggi. Beberapajenis
obat-obatanyangbisa
dikonsumsimeliputi:

Methotrexate

Ciclosporin

www.komisiyudisial.go.id



Acitretin

Obat Melalui Suntikan
dan Infus (etanercept,
adalimumab,
infliximab, serta
ustekinumab).

Tipsuntuk penderita
Psoriasis

Jikaanda penderita
psoriasis, anda mungkin
memerlukan obat, »
mengatur tingkat stress,
dan memperhatikan
faktor-faktor pemicu
sepertiyangdijelaskan
diatas. Sertaandaperlu
memperhatikan jenis
makanan anda, karena
beberapaorangdengan
psoriasis mengatakan
kebiasaan makan mereka
berpengaruh pada
keadaan kulit mereka.

Memangbelum ada
pembuktianilmiah yang
menjelaskan bahwa
dengan menghindari
makanan tertentu
ataumengikutipola
diet tertentu akan
memperbaiki keadaan.
Tetapiapayanganda
makan dan minum akan
membuat perbedaan pada
kulitanda.

»  Membatasialkohol »

Hubungan antara
alkohol dan psoriasis
tidaklahjelas, tetapi
adapenelitiandan
studimenunjukkan
bahwa orangyang

www.komisiyudisial.go.id

minum banyak
alkohol tidak
menunjukkan respon
yang baik dalam
pengobatandan
penderita psoriasis
sekaligus peminum
alkohol menunjukkan
kulit mereka membaik
setelah mereka
berhentiminum
alkohol.

Diet bebas gluten

Jika Anda memiliki
psoriasis,ada
kemungkinan Anda
juga memiliki penyakit
celiac (yaitu kondisi
dimana sistem
kekebalan Anda
bereaksiterhadap
protein yang disebut
gluten). Anda

harus menjauh dari
beberapajenis sereal
(gandum, jelai, dan
gandum hitam).

Beberapa makanan
yang mengandung
sereal tersebut
adalah pasta, keik,
sereal sarapan, saus
atau kecap tertentu,
sebagian besar roti,
dan beberapa jenis
makanan siap saji.

Makan makanan
yang melawan
proses inflamasi (anti
inflamasi)

Psoriasis adalah
kondisi inflamasi,
dan menghindari

makanan tertentu
ataumakanan
makanan tertentu
dapat memberikan
efek yangbaik.
Penelitian mengenai
halinimasih terbatas,
tetapi beberapaorang
dapat menjadilebih
baik ketika mereka
makan makanan yang
mengandunganti
oksidan.

Beberapa studi
menyarankan anti
oksidan (seperti
vitamin C, E, Beta
carotene, dan
selenium) dan asam
lemak dari minyak
ikan.

Jugabeberapa
makanan anti
inflamasi (termasuk
makanan yang sehat),
antaralain:

Buah-buahan
dansayuran,
khususnya buah
berry, cherry,dan
sayuran hijau

I[kan salmon,
sarden,dan
beberapaikanlain
yang kayaasam
lemak omega-3

Rempah-rempah
dantumbuhan
yang kaya
antioksidan
(thyme, jinten,
jahe)

KESEHATAN

Sumber lemak
yang sehat seperti
minyak zaitun,
biji-bijian, dan
kacang-kacangan.

»  Kurangimakanan
yang mendukung
proses inflamasi:

Makanan yang
telah melalui
proses (siap saji)
danmengandung
gulamurni

Lemak daridaging
merah

Produk susu

Tanaman beracun
(kentang, tomat,
dan paprika)

» MengurangiBerat
Badan

Orangdengan berat
badan berlebih
(obesitas), memiliki
resiko yang lebih
besar untuk
mendapat psoriasis
dan mempunyai
kecenderungan untuk
menjadilebih parah.

Dikarenakan sel-sel
lemak memproduksi
protein tertentu yang
memicu inflamasi
dan memperparah
keadaan. Kurangilah
porsi makanan atau
mengikutidiet yang
dianjurkanoleh
dokter.[d
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RELUNG

Lelaki Tua
dan Selimut

eorang lelaki
tuadengan baju
lusuhnya masuk

ke sebuah toko megah.
Daribajunya, kelihatan
kalau lelakituatersebut
darigolongan fakir. Para
pengunjung di toko
tersebut (yangrata-rata
borjuis) melihat aneh
kepada lelakituaitu. Tetapi
tidak dengan pemilik toko.

Pemilik toko: “Mau cariapa
pak?,” tanyanyaramah.

Lelaki Tua: "Anu.. Saya
mau beli selimut 6 helai
untuk saya dananakistri
saya. Tapi..,” jawabnya
ragu. Pemilik toko: “Tapi
kenapa pak?”

Lelakitua: "Saya hanya
punya uang 100 riyal. Apa
cukup untuk membeli 6
helaiselimut? Tak perlu
bagus, yang penting bisa
untuk melindungi tubuh
darihawadingin,” ucapnya
polos.

Pemilik toko: “Oh

cukup pak!Saya punya
selimut bagus dari Turki.
Harganya cuma 20 riyal
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saja. Kalau bapak membeli

5, sayakasih bonus Thelai’,

jawabnya sigap.

Lega, wajah lelakitua
itu bersinar cerah. la
menyodorkan uang 100
riyal, lalumembawa
selimut yang dibelinya
pulang.

Seorang teman pemilik
toko yang sedaritadi
melihat dan mendengar
percakapan tersebut
kemudian bertanya pada
pemilik toko. “Tidak
salah? Kau bilang selimut
ituyang paling bagus
danmahal yang adadi
tokomu ini. Kemarin
kaujual kepadaku 450
riyal. Sekarang kaujual
kepada lelakitua
itu20riyal?,”
protesnya

 —
heran.

—et

1 I

Pemilik toko: “Benar.
Memang harga
selimutitu450riyal,
danakumenjualnya
padamu tidak kurang
dan tidak lebih.
Tetapikemarinaku
berdagangdengan

-

manusia. Sekarang aku
berdagang dengan Allah”.

“Demi Allah!
Sesungguhnya aku tidak
menginginkan uangnya
sedikitpun. Tapiakuingin

menjaga harga apineraka..”
dirilelakitua

tersebut #Sungguh,
agardia . diperlukanseni
seolah dantrikdalam
tidak _ beramaldan
sedang bersedekah

B,
e
menerima
sedekah dariku
hingga bisa
membuatnyamalu”.

“Demi Allah!
Akuhanya

L
-

Arif Budiman

ingin lelakituaitudan
keluarganya terhindar dari
cuacamusimdinginyang
sebentar lagi datang. Dan
aku pun berharap Allah
menghindarkanku dan
keluargaku daripanasnya

agar membuat
oranglain tidak
merasa malu atau
rendah.

.. (Disarikan dariberbagai
sumber) [
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